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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan Tahun Anggaran 2026 telah dapat diselesaikan 

penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya 

memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun 

sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat 

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Larangan merupakan penjabaran 

dari Rencana Strategis Kecamatan Larangan yang mengacu pada Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kecamatan Larangan. 

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya 

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah 

yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana 

semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 

Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap 

Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Larangan disamping berfungsi 

sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, 

misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi 

pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, 

serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, 

terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan 

Larangan. Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 

2026 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan 

dilaksanakan oleh Kecamatan Larangan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan pada tahun tersebut.  
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Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja 

Kecamatan Larangan tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama 

dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah 

tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.  

  

       Pamekasan,                  2026 

            CAMAT LARANGAN 

  

 

          MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si 

             NIP. 19700609 199302 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran 

dari Renstra. Dokumen Renja Kecamatan Larangan merupakan dokumen 

perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan 

daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja 

Kecamatan Larangan memuat perencanaan tahunan dalam rangka 

mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang 

efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran 

pembangunan dan pemerintahan daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja 

merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap 

Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, 

responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, 

dan berwawasan lingkungan. Renja Kecamatan Larangan 2026 disusun 

berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika 

penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancagan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 
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Pemerintah Daerah. Renja Kecamatan Larangan ini disusun dengan 

upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja 

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Larangan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 

Penyusunan Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator 

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan 

tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan 

Rancangan Awal Renja Kecamatan Larangan yang berpedoman pada 

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja  Kecamatan Larangan 

tahun lalu dan evaluasi hasil Kecamatan Larangan tahun berjalan; 

penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Larangan; pembahasan 

Rancangan Renja Kecamatan Larangan; perumusan Rancangan Akhir 

Renja Kecamatan Larangan; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan 

Larangan. 

 Renja Kecamatan Larangan Tahun 2026 merupakan dokumen 

Perencanaan Kinerja Kecamatan Larangan untuk tahun pertama periode 

Renstra Kecamatan Larangan 2025-2030 yang menjadi pedoman 

penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Larangan Tahun 2026 

dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD 

yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan 

nasional.  Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Larangan mengacu 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan 

tahun 2026, Renstra Kecamatan Larangan, Renja Kecamatan Larangan  

dan Renja Kabupaten Pamekasan. Renja harus selaras dengan dokumen-

dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung 

dengan urusan Kecamatan Larangan. 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 

 

 

 

 



 

3 
  

KECAMATAN LARANGAN 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan sebagai bahan 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan  Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Kecamatan Larangan Tahun 2026, serta menjadi pedoman dan 

acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama 

Tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap 

realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Larangan untuk 

mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan 

anggaran. 

1.2 Landasan Hukum 

Penyusunan Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2026 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau 

rujukan, yaitu sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 

Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indoensia Tahun 2019 Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 



 

6 
  

KECAMATAN LARANGAN 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9) ; 

25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 

2025-2030 

26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 

2025-2030 

27. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 tahun 2024 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Sekretraiat Daerah dan Staf Ahli. 

28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Kecamatan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2021 Nomor 26) 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Renja Kecamatan Larangan adalah dokumen perencanaan untuk 1 

(satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Larangan dengan 

maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup 

Kecamatan Larangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 
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 Maksud disusunnya Renja Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan 2026 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi 

Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2026. 

 Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Larangan adalah:  

a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam 

rencana. 

b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan 

program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Larangan. 

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian 

target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada 

pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah; 

d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru 

sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-

langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya. 

e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. 

1.4 Sistematikan Penulisan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 

sistematika dokumen Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

tahun 2026 meliputi: 

 



 

8 
  

KECAMATAN LARANGAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum  

1.3 Maksud dan Tujuan  

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan 

Larangan Kabupaten Pamekasan. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan. 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan 

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan 

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V  PENUTUP 



 

9 
  

KECAMATAN LARANGAN 

 

BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan 

rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang 

ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 

di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan 

kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu 

lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi 

diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian 

target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat 

penyusunan perencanaan. 

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan 

Larangan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 

tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi 

Pelaksanaan Renja Kecamatan Larangan disusun berdasarkan analisis 

kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut 

yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun 

selanjutnya yakni Tahun 2026.   

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa 

perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. 

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & 

kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana 

program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai 

berikut :  
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a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan 

digunakan serta pengalokasiannya; 

b. Tujuan yang dikehendaki; 

c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi 

pelaksana. 

Dari hasil evaluasi Program dan Kegiatan Pada Tahun 2023 yang 

tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara 

lain:  

Kecamatan Larangan pada tahun anggaran 2023 tidak ada target 

yang tidak memenuhi target kinerja namun ada beberapa kegiatan 

hampir tidak memenuhi target. 

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program/kegiatan: 
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Tabel 2. 1 Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian 

melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Larangan 

No. 

Faktor capaian 

program/kegiatan 

tidak sesuai  target 

Faktor capaian 

program/kegiatan sesuai  

target 

Faktor capaian 

program/kegiatan 

melebih  target 

Solusi yang 
dilakukan 

1. Refocusing 

Anggaran 

Adanya  perencanaan  yang  

matang  dalam  penyusunan  

rencana  kinerja  sehingga  

sebagian besar realisasi 
program/kegiatan dapat dicapai 

sesuai harapan 

- Koordinasi 

dengan 

bidang 

terkait 

2.  Adanya koordinasi dan 

pemahaman tugas guna 

penyeimbangan dalam 

pelaksanaan program/kegiatan  

yang  terarah  serta  relevansi  

antara  program  dan  pagu  
anggaran  yang tersedia 

-  

3.  Adanya  sumber  daya  

aparatur,  sarana,  dan  
prasarana  pendukung  serta  

sumber  dana pendukung 

kegiatan dari APBD Kabupaten 

Pamekasan Tahun Anggaran 

2024 yang selaras dengan 

pencapaian target masing-
masing kegiatan 

-  

Sumber: Data Diolah, 2025 

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah sebagai berikut:  

Terdapat beberapa proram kegiatan yang hingga awal tahun 2025 

tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dan terdapat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan 

Pembangunan dan keuangan Daerah. yang kemudian disesuaikan 

kembali Program kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan. Maka terjadi 

Perubahan indicator Kinerja dan target capaian program kegiatan Renstra 

akan mengalami perubahan sesuai dengan Kondisi yang ada. 

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut sebagai berikut:  

1. Penyesuaian target capaian 
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2. Efesiensi alokasi belanja 

3. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum tercapai 

target 

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Larangan 

tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Larangan yang mengacu pada 

hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2.2  

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan  

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (tahun berjalan)  

Kabupaten Pamekasan 

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Larangan 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun (2024) 

Tingkat 
Realisa

si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SEBELUM PERUBAHAN 

3 

0

8 
      

  Indeks Pelayanan Publik (IPP) 
                

3 
0

8 

0

7 
    

  Nilai Evaluasi Sakip 
                

3 
0

8 

0

7 
01   

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

• Persentase layanan 

administrasi perkantoran 

yang terakomodir dengan 

baik 

92% 83%             

3 08 07 01 01 

Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 

Jumlah Rapat Koordinasi dan 

Konsutasi Keluar Daerah yang 

Terakomodir 

12 kali 9 kali             

3 08 07 01 02 Pendukung Pelayanan Jumlah Layanan Administrasi 7 layanan 
7 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Administrasi Perkantoran Perkantoran yang Terakomodir layanan 

3 
0

8 

0

7 
02   

Program Peningkatan dan 

Pendukung Kualitas 

Kinerja Sumber Daya 

Aparatur 

• Prosentase Sarana dan 

Prasarana Aparatur yang 

Layak Fungsi 
88% 82%             

          

  • Persentase PNS Yang 

Mempunyai Latar Belakang 

Pendidikan Yang Sesuai 

Dengan Tugas Yang Menjadi 

Tanggung Jawabnya 

88% 82%             

3 08 07 02 01 
Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor 

Jumlah Gedung kantor Dalam 

Kondisi Baik 
1 Unit 1 Unit             

3 08 07 02 02 

Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/oprasional 

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional Dalam 

Kondisi Baik 

1 Unit 1 Unit             

3 08 07 02 04 
Pemeliharaan rutin/berkala 

peralatan gedung kantor 

Jumlah Peralatan Gedung 

Kantor Dalam Kondisi Baik 
5 item 5 item             

3 08 07 02 05 
Pengadaan peralatan gedung 

kantor 

Jumlah Peralatan Gedung Yang 

Diadakan 
5 unit 5 unit             
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 08 07 02 08 
Pengadaan mebeleur Jumlah Peralatan Mebeleur 

Yang Diadakan 
8 item 8 item             

3 08 07 02 08 
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang 

Diadakan 
2 unit 1 Unit             

3 08 07 02 14 
Rehabilitasi sedang/berat 

gedung kantor 

Jumlah Gedung Kantor Yang 

Direhabilitasi 
1 Unit 5 orang             

3 08 07 02 22 

Pendidikan dan pelatihan 

formal 

Jumlah Aparatur Yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 

6 orang 1 Unit             

3 08 07 02 23 
Pemeliharaan rutin/berkala 

Rumah dinas 

Jumlah Rumah Dinas Dalam 

Kondisi Baik 
1 Unit 1 Unit             

3 
0

8 

0

7 
03 

  

Program Peningkatan 

Perencanaan, Pelaporan 

Kinerja dan Keuangan 

• Persentase Unit Kerja yang 

menyusun perencanaan dan 

laporan kinerja dengan 

kualitas baik 

88% 82%             

          
  Nilai Sakip A BB             

3 08 07 03 01 
Perencanaan Program 

Kegiatan dan Laporan 

Jumlah Dokumen sakip yang 

disusun dengan kualitas baik 

5 

dokumen 
5 

Dokume

            



  

16 
 

KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kinerja n 

3 08 07 03 02 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Yang Disusun Dengan Kualitas 

Baik 

1 

Dokumen 

1 

Dokume

n 

            

3 08 07 03 03 

Kegiatan 

Pengumpulan/updating 

Data Kebutuhan 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Laporan 

Data Kebutuhan Perencanaan 

Yang Disusun 
1 

Dokumen 
-             

          
  Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 
75 75             

3 
0

8 

0

7 
08 

  

Program Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kinerja Pemerintahan 

Umum 

Prosentase Desa/Kelurahan 

Yang Melaksanakan Tata 

Kelola Pemerintahan Dengan 

Kualitas Baik 

100% 90%             

          

  Prosentase Lembaga 

Kemasyarakatan yang Aktif 
85% 75%             

          

  Prosentase Sengketa 

Masyarakat Yang Tertangani 
85% 75%             
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 08 07 08 01 

Pembinaan Penyelenggaraan 

Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) 

Jumlah Musrenbang 

Kecamatan yang Dilaksanakan 1 kali  1 kali              

3 08 07 08 02 
Fasilitasi pengelolaan 

keuangan desa 

Jumlah Desa Yang Terfasilitasi 
14 Desa 14Desa             

3 08 07 08 03 

Fasilitas pemberdayaan 

perempuan dan 

kesejahteraan keluarga 

Jumlah Organisasi Perempuan 

Dan PKK yang Terfasilitasi 
14 

Organisas 

14 

Organisa

sI 

            

3 08 07 08 04 

Fasilitas peningkatan 

kualitas kelestarian 

lingkungan di wilayah 

kecamatan 

Jumlah desa/kel yang 

terfasilitasi 14 

desa/kel 

14 

desa/kel 
            

3 08 07 08 05 

Fasilitasi Kepemudaan dan 

Olahraga 

Jumlah Kegiatan Kepemudaan 

dan Olahraga Yang Terfasilitasi 
14 

organisasi 

14 

organisa

si 

            

3 08 07 08 06 

Koordinasi penguatan 

system pemerintahan dan 

pembangunan di kecamatan 

Jumlah koordinasi penguatan 

system pemerintahan dan 

pembangunan di kecamatan 

4 

koordinasi 

4 

koordina

si 

            

3 08 07 08 08 Koordinasi dan Operasional 

Peringatan Hari Besar 

Jumlah Hari Besar Keagamaan 

Dan Hari Besar Nasional Yang 
6 kali 6 kali             
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Keagamaan dan Hari Besar 

Nasional 

Dikoordinasikan 

3 08 07 08 10 

Monitoring pengendalian 

keamanan dan ketertiban 

pelaksanaan pemilu 

Jumlah Pemilu Yang 

Dilaksanakan 2 Pemilu -             

3 08 07 08 47 
Optimalisasi Pemungutan 

PBB 

Jumlah Desa/Kelurahan Yang 

Terfasilitasi 

14 

Desa/Kel 

14 

Desa/Kel 
            

3 08 07 08 48 

Pembinaan Posyandu Jumlah Posyandu Yang Dibina 
71 

Posyandu 

71 

Posyand

u 

            

3 08 07 08 50 

Koordinasi dan Monitoring 

Pengendalian Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa 

Jumlah Pilkades Yang 

Dilaksanakan - -             

3 08 07 08 60 

Penanganan 

Sengketa/Pengaduan 

Masyarakat 

Jumlah penyelesaian 

Pengaduan yang tertangani 

dengan baik 

4 

pengadu

an 

4 

pengadu

an 

            

3 08 07 08 61 

Fasilitasi Penanganan 

Kelancaran Arus Lalu Lintas 

Pasar 

Jumlah Pasar Yang Terfasilitasi 

2 pasar 2 Pasar             
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 08 07 08 86 

Peningkatan Kapasitas 

Profesionalisme Perangkat 

Desa dan Kelurahan 

Jumlah Aparatur Desa yang 

Terfasilitasi 
42 

aparatur 

42 

aparatur 
            

3 08 07 08 87 

Peningkatan Kapasitas 

Karang Taruna 

Jumlah organisasi karang 

taruna 

7 

organisa

si 

7 

organisa

si 

            

3 08 07 08 88 

Pelaksanaan Forum Serap 

Aspirasi/Silaturahmi Kepala 

Daerah bersama Ulama / 

Tokoh dan Masyarakat 

Jumlah forum 

rekonsiliasi/konsolidasi/silatur

rahmi yang dilaksanakan 
2 kali 2 kali             

3 08 07 08 89 Pembinaan Desa Siaga Jumlah desa yang dibina 7 desa 7 desa             

3 08 07 08 90 

Pembinaan Remaja Masjid Jumlah organisasi Remaja 

Masjid yang dibina 

14 

organisa

si 

14 

organisa

si 

            

3 08 07 08 
10

2 

Monitoring dan Evaluasi 

Kinerja Pemerintahan Desa 

dan Kelurahan 

Jumlah Monitoring dan 

Evaluasi yang Dilaksanakan 4 kali 4 Kali             

3 08 07 08 
10

9 

Pelaksanaan 

Istighasah/pengajian Kepala 

Jumlah Pengajian Bersama 

Yang Dilaksanakan 
1 kali 0             
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Daerah Bersama Masyarakat 

3 
0

8 

0

7 
09 

  

Program Pelayanan 

Administrasi Kecamatan 

Prosentase pelayanan 

kecamatan yang sesuai SOP 
84% 87%             

3 08 07 09 01 

Pengembangan dan 

Operasionalisasi 

Aplikasi Pelayanan 

Masyarakat 

Jumlah Aplikasi Pelayanan 

Terpadu Yang Dikembangkan 
1 

aplikasi 

1 

Aplikasi 
            

3 08 07 09 02 
Survey kepuasan 

masyarakat 

Jumlah dokumen skm yang 

disusun 
2 

dokumen 

2 

dokumen 
            

7 01 05     
Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum 

Persentase fasilitasi 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum yang 

terlaksana dengan baik 

100% 0%             

7 01 05 2.01   

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

Persentase masyarakat 

desa/kelurahan yang 

mendapatkan pembinaan 

mengenai wawasan kebangsaan 

100% 0%             

7 01 05 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan 

Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 

Jumlah fasillitasi pembinaan 

wawasan kebangsaan dan 

1 0             
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional 

ketahanan Nasional  

7 01 05 2.01 8 

Pelaksanaan Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan 

jumlah tugas forum koordinasi 

pimpinan yang dilaksanakan 
4 0             

7 01       

Meningkatnya Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pembinaan 

Desa/Kelurahan 

Persentase Desa yang telah dibina 100% 0%             

7 01 06     

Program pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan 

desa 

Persentase desa/kelurahan yang 

menyelenggarakan pemerintahan 

desa dengan baik 

100% 0%             

7 01 06 2.01   

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Persentase Desa yang 

mendapatkan fasilitasi mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan 

desa 

100% 0%             

7 01 06 2.01 03 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

jumlah Pengelolaan Keuangan Desa 

dan Pendayagunaan Aset Desa yang 

tersusun dengan baik 

9 0             

7 01 06 2.01 05 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa 

Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas 

Kepala desa dan perangkat desa 

yang dilaksanakan 

9 0             
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 01 06 2.01 06 
Fasilitasi Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa 

Jumlah desa yang melaksanakan 

pemilihan kepala desa yang 

difasilitasi 

1 0             

7 01 06 2.01 17 
Koordinasi Pendampingan Desa 

di Wilayahnya 

Jumlah Koordinasi Pendampingan 

di desa yang terlaksana 
9 0             

SETELAH PERUBAHAN 

  
        

  Indeks Pelayanan Publik (IPP) 

di Wilayah Kecamatan 
    3,80 4,01   4,01     

            Nilai  Evaluasi SAKIP 83 (A)   81 (A) 79 98% 82 (A)     

          Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase perencanaan dan 

evaluasi kinerja yang 

berkualitas  

88%   84% 84   86%     

      

Persentase  perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 

kinerja yang disusun tepat 

waktu  

92%   86% 86   89%     

      
Prosentase Peningkatan 

Kopetensi Aparatur 
88%   84% 84   86%     
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
Persentase Sarana prasarana 

yang terpenuh   
88%   84% 84   86%     

7 0

1 

0

1 

2.0

1 

  Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Persentase  perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 

kinerja yang disusun tepat 

waktu  

100%   100% 91,75% 92% 100% 50% 50% 

7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah yang 

tersusun 

6 

dokumen 
  

6 

dokume

n 

 6 

Dokum

en  

100

% 

6 

dokume

n 

3 

Dokume

n 

50% 

7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD yang 

dilaksanakan 

4 

dokumen 
  

4 

dokume

n 

4 

Dokum

en 

100

% 
- - - 

7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah evaluasi  kinerja 

perangkat daerah yang 

dilaksanakan 
4 evaluasi   

4 

evaluasi 

3 

Evaluas

i 

75% 
4 

evaluasi 

2 

Evaluasi 
50% 

7 0

1 

0

1 

2.0

2 

  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah unit kerja yang 

menyusun perencanaan dan 

laporan kinerja keuangan 

1 unit 

kerja 
  

1 unit 

kerja 

1 unit 

kerja 100
1 unit 

kerja 

1 Unit 

Kerja 
50% 
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dengan kualitas baik % 

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Dokumen Daftar Gaji 

dan Tunjangan ASN yang 

disusun 

14 

Dokumen 
  

14 

Dokume

n 

14 

Dokumen 

100

% 

14 

Dokume

n 

7 

Dokume

n 

50% 

7 01 01 2.02   Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

Jumlah koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

dilaksanakan 

4 

koordinasi 
  - - - - - - 

7 01 01 2.02   Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD 

Jumlah laporan keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semester

an SKPD yang tersusun 
4 laporan   - - - - - - 

7 0

1 

0

1 

2.0

5 

  Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase ASN yang 

terfasilitasi 
100%   100% 40% 40% 100% 10% 10% 

7 01 01 2.05   Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya yang 

diadakan 

    - - - - - - 

7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

Jumlah pegawai yang 

mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan tugas 

10 

aparatur 
  

10 

aparatur 

4 

aparatur 
40% 

10 

aparatur 
1 Orang 10% 
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dan Fungsi dan fungsi 

7 0

1 

0

1 

2.0

6 

  Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase sarana yang layak 

fungsi 
100%   100%     100% 100% 100% 

7 01 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik  

kantor 

Jumlah Bahan Logistik Kantor 

yang disediakan 160 Paket   1 paket 1 paket 
100

% 

160 

Paket 

160 

Paket 
100% 

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah barang cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan 
1000 

barang 
  

1000 

barang 

1000 

barang 

100

% 
- - - 

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah rapat koordinasi & 

konsultasi yang diadakan 3 kali   3 kali  3 kali  
100

% 
- - - 

7 0

1 

0

1 

2.0

7 

  Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah pengadaan barang 

milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah 

12 unit   - - - 11 unit 0 0% 

7 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang disediakan 

2 unit   - - - 2 unit - 0% 
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 01 01 2.07 07 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan 4 unit   - - - - - - 

7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang diadakan 
3 unit   - - - 3 unit 0 0% 

7 01 01 2.07   Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

terpenuhi 

2 unit   - - - - - - 

7 0

1 

0

1 

2.0

8 

  Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah jasa penunjang 

urusan pemerintahan yang 

disediakan 

8 jasa   8 jasa 7 Jasa 88% 8 jasa 4 Jasa 50% 

7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

disediakan 

36 jasa   36 jasa 36 jasa 
100

% 
36 jasa 18 Jasa 50% 

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang disediakan 48 Jasa   48 Jasa 48 Jasa 
100

% 
48 Jasa 24 Jasa 50% 

7 0

1 

0

1 

2.0

9 

  Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Pemerintahan Daerah 

10 unit   10 unit 4 Unit 40% 10 unit 5 Unit 50% 
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang disediakan 

2 unit   2 unit 2 unit 
100

% 
2 unit 1 Unit  50% 

7 01 01   06 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang dikelola 
6 Unit   - - - 6 Unit 3 Unit 50% 

7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang direhabilitasi 
2 unit   2 unit 2 unit 

100

% 
2 unit 1 Unit  50% 

          

  Persentase Jenis Pelayanan 

yang dilaksanakan secara 

berkualitas  

85%   83% 83% 
100

% 
84%     

7 0

1 

0

2 

    Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

Persentase jenis pelayanan 

publik yang dilaksanakan 

sersuai pedoman standart 

pelayanan 

92%   90% 90% 
100

% 
91%     

7 0 0 2.0   Koordinasi 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Peresentase kegiatan 

pemerintahan yg sesuai 
100%   100% 100% 

100
- - - 
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 1 Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

dengan perangkat daerah dan 

instansi vertikal terkait 
% 

7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan Dengan 

Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait 

Jumlah Koordinasi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dengan 

perangkat daerah dan instansi 

vertikal yang dilaksanakan 

1 kali   1 kali 1 kali 
100

% 
- - - 

7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Jumlah Kegiatan pemerintahan 

kecamatan yang efektif 1 kali   - - - - - - 

7 0

1 

0

2 

2.0

2 

  Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat Daerah 

yang Ada di Kecamatan 

Persentase Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan yang 

diselenggarakan 

100%   100% 100% 
100

% 
100% 33% 33% 

7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standart 

Pelayanan Minimal di 

WIlayah Kecamatan 

Jumlah Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standart Pelayanan 

Minimal di WIlayah Kecamatan 
2 kali   - - - - - - 
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KECAMATAN LARANGAN 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 

Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah pelaksanaan Pelayanan 

Masyarakat yang ditingkatkan 

efektifitasnya 

3 

pelayanan 
  

3 

pelayana

n 

3 

pelayana

n 

100

% 

3 

pelayana

n 

1 

Pelayana

n 

33% 

          
  Persentase  ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah 

kecamatan yang ditangani 

87   83 83 
100

% 
85 42% 49% 

7 0

1 

0

4 

    Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Persentase 

pengaduan/gangguan di 

wilayah kecamatan yang 

ditindaklanjuti 

85%   80% 80% 
100

% 
83% 41% 49% 

7 0

1 

0

4 

2.0

1 

  Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Prosentase penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban 

umum di kecamatan yang 

terfasilitasi 

100   100 100 
100

% 
100 50% 50% 

7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan kepolisian 

negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia 

dan instansi vertikal di 

Wilayah kecamatan 

Jumlah kegiatan 

sinergitas/koordinasi yang 

dilaksanakan 2 kali   2 kali 2 kali 
100

% 
2 kali 1 Kali 50% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan 

Dengan Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat 

Jumlah kegiatan harmonisasi 

yang diselenggarakan 
2 

Koordinasi 
  

2 

Koordina

si 

2 

Koordinas

i 

100

% 

2 

Koordina

si 

1 

Koordina

si 

50% 

7 0

1 

0

5 

    Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum 

Persentase fasilitasi 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum yang 

terlaksana dengan baik 

85%   80% 80% 
100

% 
83% 0% 0% 

7 0

1 

0

5 

2.0

1 

  Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

Persentase  masyarakat 

desa/kelurahan yang 

mendapatkan pembinaan 

mengenai wawasan 

kebangsaan 

100   100 100 
100

% 
100 0% 0% 

7 01 05 2.01 05 Penanganan Konflik Sosial 

Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Jumlah konflik sosial yang 

difasilitasi 
1 kali   - - - - - - 

7 01 05 2.01 06 Pelaksanaan Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan 

Jumlah Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan  yang 

dilaksanakan 

4 kali   - - - - - - 

7 01 05 2.01   Fasilitasi, Koordinasi  dan 

Pembinaan 

Jumlah Fasilitasi Pembinaan  

wawasan kebangsaan dan  
    - - - - - - 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(Bimtek,Sosialisasi & 

konsultasi) wawasan 

kebangsaan dan  ketahanan 

nasional 

ketahanan nasional 

          
  Persentase Desa yang 

masyarakatnya telah 

diberdayakan 

80   70 70 
100

% 
75     

          
  Persentase Desa yang telah 

dibina  100   71 71 
100

% 
85     

7 0

1 

0

3 

    Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

Persentase desa/kelurahan 

yang aktif dalam 

pemberdayaan masyarakat 

100   80% 80% 
100

% 
83%     

7 0

1 

0

3 

2.0

1 

  Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa  

Persentase koordinasi 

kegiatan pemberdayaan desa 100%   100% 100% 
100

% 
100%     

7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

di Desa 

Jumlah partisipasi kelompok 

masyarakat desa dalam Forum 

Musrenbangdes 70 peserta   
70 

peserta 

70 

peserta 

100

% 

70 

peserta 

70 

Peserta 
100% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja 

dan Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Yang Dilakukan Oleh 

Pemerintah dan Swasta di 

Wilayah Kerja Kecamatan 

Jumlah koordinasi 

Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dan swasta di 

kecamatan 

3 

koordinasi 
  - - - - - - 

7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan kelompok 

Masyarakat desa yang 

meningkat efektifitasnya 

2 kegiatan   - - - - - - 

7 0

1 

0

3 

2.0

3 

  Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan 

Jumlah lembaga 

kemasyarakatan tingkat 

kecamatan yang diberdayakan 

3 lembaga   - - - 
3 

lembaga 
    

7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

diselenggarakan 

3 lembaga   - - - 
3 

lembaga 

1 

Lembaga 
33% 

7 01 03 2.03   Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Kemasyarakatan 

Jumlah lembaga 

Kemasyarakatan yang 

kapasitasnya meningkat 

2 lembaga   - - - - - - 

7 01 03 2.03   Fasilitasi Pengembangan Jumlah  Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat yang 
3 kali   - - - - - - 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Usaha Ekonomi Masyarakat difasilitasi 

7 0

1 

0

6 

    Program pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan 

desa 

Persentase desa yang 

menyelenggarakan 

pemerintahan desa dengan 

baik 

100%   85% 85% 
100

% 
90% 67,50% 75% 

7 0

1 

0

6 

2.0

1 

  Fasilitasi, Rekomendasi 

dan Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Persentase desa yang 

mendapatkan  Fasilitasi 

mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

100%   100% 100% 
100

% 
100% 75% 75% 

7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa 

Jumlah Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa yang tersusun dengan 

baik 

14 desa   14 desa 14 desa 
100

% 
14 desa 7 Desa 50% 

7 1 0

6 

2.0

1 

05 Fasilitasi pelaksanaan 

tugas kepala desa dan 

perangkat desa 

Jumlah fasilitasi 

pelaksanaan tugas kepala 

desa dan perangkat desa 

yang terfasilitasi 

7 desa 

  

- - - - - - 

7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa 

Jumlah desa yang melaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa yang 
  

  
- - - 7 desa 7 Desa 100% 
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2025-2030 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
tahun 
(2023) 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
tahun 
2025) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun 

berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
(2024) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (2024) 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 

Kegiatan 
s/d tahun 
berjalan 
(tahun 
2025) 

Tingkat 
Capaia

n 
Realisa

si 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

difasilitasi 

7 1 0

6 

2.0

1 

17 Koordinasi 

Pendampingan Desa di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah koordinasi 

pendampingan di desa 

yang terlaksana 

14 desa 

  

- - - - - - 
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Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 

2023 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan Tingkat 

realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah dtetapkan 

dalam Renstra 2018 -2023 sebagian besar telah tecapai. 

Capaian target pada tahun 2024 yang merupakan tahun pertama 

pada renstra periode 2024 – 2026 sudah mulai terealisasi sampai dengan 

triwulan I (Januari s.d Maret). Berikut analisis pencapaian target kinerja 

Program kegiatan tahun 2024. 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam pencapaian target dari Tahun 2022 samapi 

dengan tahun 2023 dari capaian kinerja rata-rata mencapai 100% 

menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana, laporan 

keuangan dan peningkatan aparatur telah tercapai dengan baik. 

Untuk Nilai Evaluasi SAKIP setiap tahunnya mengalami kenaikan 

meskipun belum maksimal. 

Untuk 2024 untuk pemenuhan Nilai SAKIP belum dapat dinilai 

karena belum ada penilaian, namu dari kegiatan dan Sub Kegiatan 

rata-rata sudah mencapai 15%. Pencapaian yang belum maksimal 

disebabkan oleh Sebagian Sub Kegiatan dalam proses realisasinya 

menggunakan system GU (Ganti Uang) yang dilaksanakan mulai 

pertengahan Maret, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian 

target kinerja dan realisasi anggaran. 

2. Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, 

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2024 dari 

pencapaian kinerja belum maksimal karena perubahan system 

pengajuan yang beralih menjadi ganti uang (GU) sehingga 

berpengaruh keoada target kinerja dan realisasi anggaran. 
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Secara keseluruhan, tabel 2.2 menunjukkan bahwa Kecamatan 

Larangan telah berhasil mencapai sebagian besar target kinerja yang 

ditetapkan, dengan realisasi yang konsisten dan tinggi. Langkah 

selanjutnya adalah mempertahankan capaian ini dan terus meningkatkan 

kualitas pelayanan publik serta efisiensi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh 

instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja 

pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan 

yang dilakukan oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat 

lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang 

dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang 

disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan 

demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga 

yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. 

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten 

Pamekasan adalah sebagai berikut. 

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 

Larangan sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Pelayanan 

Publik di Wilayah Kecamatan, disajikan dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

No Indikator 
SPM/standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat 

Daerah 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi 

Catatan 
Analisis Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Persentase perencanaan dan 

evaluasi kinerja yang 

berkualitas 

 -  - 84 86 88 90 84 43 88 90 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

2. 
Persentase laporan keuangan 

dengan kualitas baik 
 -  - 86 89 92 94 86 44 92 94 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

3. 
Prosentase Peningkatan 

Kompetensi Aparatur 
 -  - 84 86 88 90 84 43 88 90 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

4. 
Persentase Sarana prasarana 

yang terpenuhi 
 -  - 84 86 88 90 84 43 88 90 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

5. 

Persentase jenis pelayanan 

publik yang dilaksanakan 

sersuai pedoman standart 

pelayanan 

 -  - 90 91 92 94 90 45 92 94 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

6. 
Persentase 

pengaduan/gangguan di 

wilayah kecamatan yang 

 -  - 80 83 85 96 80 41 85 96 Kondisi 

capaian 
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No Indikator 
SPM/standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat 

Daerah 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi 

Catatan 
Analisis Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ditindaklanjuti Tetap 

7. 
Prosentase Sengketa 

Masyarakat Yang Tertangani 
 -  - 80 83 85 96 80 41 85 96 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

8. 

Persentase desa/kelurahan 

yang aktif dalam pemberdayaan 

masyarakat sesuai SOP 

 -  - 80 83 85 86 80 41 85 86 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

9. 

Persentase desa yang 

menyelenggarakan 

pemerintahan desa dengan baik 

 -  - 85 90 100 100 85 45 100 100 

Kondisi 

capaian 

Tetap 

   -  -          

Sumber: Data diolah, 2025 
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Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan sebagian 

besar indikator mengalami perubahan target karena adanya periode 

Renstra baru. Penyesuaian target ini menunjukkan adanya adaptasi 

strategis terhadap perubahan konteks dan kebutuhan daerah. 

Perubahan Renstra (Rencana Strategis) merupakan langkah penting 

untuk menyelaraskan program pemerintah dengan prioritas baru 

dan situasi aktual. 

Beberapa indikator juga menunjukkan kondisi capaian tetap 

meskipun ada perubahan target. Ini menunjukkan bahwa 

meskipun target telah direvisi, upaya untuk mencapai indikator 

tersebut tetap dilanjutkan. 

Adapun indikator yang menunjukkan capaian konsisten 

pada tahun sebelumnya, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani, 

mencerminkan stabilitas dan keberhasilan program yang telah 

diterapkan agar target bisa tercapai maka perlu dilakukan Inovasi 

berkelanjutan dalam layanan publik untuk menjaga dan 

meningkatkan kepuasan masyarakat dan evaluasi rutin terhadap 

program yang telah berjalan lama untuk menyegarkan strategi dan 

pendekatan. 

Untuk rencana kerja tahun berikutnya, target peningkatan 

penyelesaian konflik sosial dan pelanggaran trantibum menjadi 

prioritas, mencerminkan perhatian terhadap stabilitas dan 

keamanan wilayah. Maka upaya yang perlu dilakukan agar target 

tercapai adalah pendekatan kolaboratif dengan melibatkan 

masyarakat, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat 

sipil. Serta melakukan program preventif untuk mengurangi potensi 

konflik dan pelanggaran. 

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Larangan 

menghadapi isu penting sebagai berikut:  
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1. Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada 

di wilayah Kabupaten Pamekasan dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 

pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan serta koordinasi kesatuan Bangsa masyarakat 

kabupaten Pamekasan.( ditambahkan data  

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. 

3. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah 

kerja di dalamnya terdapat Kelurahan sebagai perangkat 

Kecamatan. 

2.3.1  Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Sesuai dengan uraian pada Tabel 2.3 di atas maka kinerja 

pelayanan pada Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 

difokuskan pada pelayanan kecamatan yang dapat meningkatkan 

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam 

Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah 

Kecamatan. 

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam 

Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  

Beberapa permasalahan dan hambatan Kecamatan 

Larangan Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi antara lain: 

a. Kompetisi SDM Perencana yang belum proporsional sesuai 

kebutuhan ideal pekerjaan dan beban kerja  

b. Pemenuhan kebutuhan saranan dan pasarana kantor masih 

kurang 

c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan masih 

kurang 

d. Koordinasi antar  Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan 

(Forkopimka) Belum optimalnya 
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e. Tingkat kehadiran masyarakat dalam    Musrenbang desa dan 

kecamatan masih rendahnya 

f. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan masih rendah 

g. Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan 

desa dan Pendayagunaan Aset Desa 

2.3.3  Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala 

Daerah, terhadap Capaian Program Nasional  

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pamekasan  Tahun 2024–2026, ditetapkan visi pembangunan 

Kabupaten Pamekasan yaitu “Penguatan Kualitas dan 

pemerataan SDM yang berkarakter dan peningkatan 

kebutuhan social dasar serta tatanan masyarakat yang 

tertib, toleran dan harmonis”. Dalam rangka pencapaian visi 

secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pamekasan, 

yaitu:  

1. Peningkatan produksi pertanian yang diimbangi dengan 

peningkatan nilai tambah (Value Added) petani; 

2. Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Sektor Ekonomi 

Kreatif yang Berorientasi pada Penyerapan Pengangguran; 

3. Perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan; 

4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan 

dan Kesehatan yang diorientasikan pada pembentukan 

manusia berakhlak, unggul dan berdasasaing serta 

penurunan AKI-AKB; 

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalu Integrasi 

Program Lintas Sektor (Cross Cuting Program) secara efektif 

dan tepat sasaran; 

6. Internalisasi Nilai-nilai toleransi dan harmonisasi serta 

edukasi mengenai regulasi yang mendukung ketertiban dan 

ketentraman masyarakat; 
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7. Peningkatan SDM Aparatur dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Secara Merata. 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sebagai garda 

depan Urusan, menyelenggarakan urusan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan 

Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan 

memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-5 

Kabupaten Pamekasan yaitu: Penyelenggaraan Tatakelola 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel. 

 

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan  

Dalam meningkatkan pelayanan urusan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan 

Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan, 

Kecamatan Larangan   Kabupaten Pamekasan terdapat 

tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara 

lain: 

1) Sarana dan prasarana di kecamatan dan desa yang kurang 

mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pelayanan kepada masyarakat secara maksimal 

2) Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mempengaruhi karakter dan 

budaya local 

3) Tersedianya sarana komunikasi dan Informasi yang berbasis 

teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat 

Sedangkan peluang (Opportunities) yang ada, antara lain: 

1) Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan 

pembangunan daerah maupun pembangunan desa 

2) Partisipasi dari organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan 

serta lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan 

mitra dalam mewujudkan tata kepemerintahan dan 

pemberdayaan serta pelayanan terhadap masyarakat yang 

baik. 
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3) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik     

menuntut peran Kecamatan  

4) Larangan menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika 

pembangunan masyarakat.  

5) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-

government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah   

kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi   

pemanfaatan tekhnologi informasi. 

 

2.3.5  Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan 

Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2026 

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Kecamatan Larangan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi 

yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam 

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan 

daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang 

sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang 

dapat dilakukan antara lain: 

a. Melakukan Koordinasi internal secara berkala  

b. Memfasilitasi kegiatan 

c. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala 

d. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

tahun 2026. Rancangan awal RKPD Kecamatan Larangan dibuat 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Kecamatan 

Larangan terdiri dari 6 (enam) program dan 13 (tigas belas) kegiatan, 

Urusan Pilihan Kecamatan Larangan terdiri dari 1 (satu) program dan 7 

(tujuh) kegiatan. Serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran 

pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan 
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program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan 

adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut: 
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Tabel 2.4  

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 

Kabupaten Pamekasan 

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Larangan 

Kode 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 

Pagu 
Indikatif (Rp. 

000) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kebutuhan 

Dana (Rp. 000) 

  Unsur kewilayahan     2.729.447.748 Unsur kewilayahan    2.729.447.748 Tetap 

7,01 Kecamatan     2.729.447.748 Kecamatan    2.729.447.748 Tetap 

7.01.01 
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah yang disusun sesuai 

pedoman dan tepat waktu 

93,00% 

2.469.447.748 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase dokumen 

perencanaan perangkat 
daerah yang disusun 
sesuai pedoman dan tepat 
waktu 

94,50% 

2.469.447.748 

Tetap 

    
Kecamatan 

Larangan 

Persentase dokumen 
pengendalian dan evaluasi 
hasil renstra dan renja 

Perangkat Daerah yang 
disusun dan dilaporkan 
tepat waktu 

93,00%  Kecamatan 

Larangan 

Persentase dokumen 
pengendalian dan 
evaluasi hasil renstra dan 

renja Perangkat Daerah 
yang disusun dan 
dilaporkan tepat waktu 

94,50% Tetap 

    
Kecamatan 
Larangan 

Persentase dokumen 
pelaporan kinerja yang 
disusun dan dilaporkan 
tepat waktu 

93,00%  Kecamatan 
Larangan 

Persentase dokumen 
pelaporan kinerja yang 
disusun dan dilaporkan 
tepat waktu 

94,50% Tetap 

    
Kecamatan 
Larangan 

Persentase Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran PD 

yang ditetapkan 

98,00%  Kecamatan 
Larangan 

Persentase Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran PD 

yang ditetapkan 

98,00% Tetap 

    
Kecamatan 
Larangan 

Persentase realisasi fisik 
dan keuangan PD yang 

dilaporkan tepat waktu 

98,00%  Kecamatan 
Larangan 

Persentase realisasi fisik 
dan keuangan PD yang 

dilaporkan tepat waktu 

98,00% Tetap 

    
Kecamatan 
Larangan 

Persentase ASN yang 

menyusun Perjanjian 
Kinerja dan SKP sesuai 
pedoman dan tepat waktu 

93,00%  Kecamatan 
Larangan 

Persentase ASN yang 

menyusun Perjanjian 
Kinerja dan SKP sesuai 
pedoman dan tepat waktu 

94,50% Tetap 

    
Kecamatan 
Larangan 

Persentase ASN yang 
melaporkan capaian SKPnya 
sesuai pedoman dan tepat 
waktu 

93,00%  Kecamatan 
Larangan 

Persentase ASN yang 
melaporkan capaian 
SKPnya sesuai pedoman 
dan tepat waktu 

94,50% Tetap 

    
Kecamatan 
Larangan 

Persentase sarana dan 
prasarana penunjang yang 

terpenuhi 

93,00%  Kecamatan 
Larangan 

Persentase sarana dan 
prasarana penunjang 

yang terpenuhi 

94,50% Tetap 

7.01.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi 

kinerja yang disusun tepat 
waktu 

10 Dokumen 75.000.000 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah perencanaan, 
penganggaran dan 

evaluasi kinerja yang 
disusun tepat waktu 

10 Dokumen 75.000.000 Tetap 

7.01.01.2.01.0001 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

6 Dokumen 65.000.000 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

6 Dokumen 65.000.000 Tetap 

7.01.01.2.01.0006 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

4 Laporan 10.000.000 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 

4 Laporan 10.000.000 Tetap 
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Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

7.01.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah unit kerja yang 

menyusun perencanaan dan 
laporan kinerja keuangan 
dengan kualitas baik 

10 Unit 1.859.866.727 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Kecamatan 
Larangan 

Jumlah unit kerja yang 
menyusun perencanaan 
dan laporan kinerja 
keuangan dengan 

kualitas baik 

10 Unit 1.859.866.727 Tetap 

7.01.01.2.02.0001 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

15 
Orang/bulan 

1.827.466.727 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

15 
Orang/bulan 

1.827.466.727 Tetap 

7.01.01.2.02.0003 
Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

4 Dokumen 32.400.000 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

4 Dokumen 32.400.000 Tetap 

7.01.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah ASN yang 
terfasilitasi 

85 Orang 34.000.000 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
Kecamatan 
Larangan 

Jumlah ASN yang 
terfasilitasi 

85 Orang 34.000.000 Tetap 

7.01.01.2.05.0009 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

5 Orang 34.000.000 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

5 Orang 34.000.000 Tetap 

7.01.01.2.06 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah sarana yang layak 
fungsi 

80 Sarana 23.329.900 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah sarana yang 
layak fungsi 

80 Sarana 23.329.900 Tetap 

7.01.01.2.06.0001 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

5 Paket 4.996.500 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

5 Paket 4.996.500 Tetap 

7.01.01.2.06.0002 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

3 Paket 3.333.400 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

3 Paket 3.333.400 Tetap 

7.01.01.2.06.0005 
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

3 Paket 5.000.000 
Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

3 Paket 5.000.000 Tetap 

7.01.01.2.06.0009 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

3 Laporan 10.000.000 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

3 Laporan 10.000.000 Tetap 

7.01.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah prasarana yang 
layak fungsi 

80 Sarpas 143.851.121 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah prasarana yang 
layak fungsi 

80 Sarpas 143.851.121 Tetap 

7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 
Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
4 Unit 11.757.300 Pengadaan Mebel 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
n/a 11.757.300 Tetap 

7.01.01.2.07.0002 
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan 

1 Unit 29.000.000 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

n/a 29.000.000 Tetap 

7.01.01.2.07.0006 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

4 Unit 55.000.000 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

4 Unit 55.000.000 Tetap 

7.01.01.2.07.0010 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

2 Unit 48.093.821 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

2 Unit 48.093.821 Tetap 

7.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah jasa penunjang 
urusan pemerintahan yang 

disediakan 

4 Jasa 263.400.000 
Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah jasa penunjang 
urusan pemerintahan 

yang disediakan 

4 Jasa 263.400.000 Tetap 
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7.01.01.2.08.0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan 

3 Laporan 30.000.000 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

3 Laporan 30.000.000 Tetap 

7.01.01.2.08.0004 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

4 Laporan 233.400.000 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

4 Laporan 233.400.000 Tetap 

7.01.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah pengadaan Barang 

Milik Daerah 
80 Unit 70.000.000 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah pengadaan 

Barang Milik Daerah 
80 Unit 70.000.000 Tetap 

7.01.01.2.09.0001 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan  

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

2 Unit 40.000.000 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

2 Unit 40.000.000 Tetap 

7.01.01.2.09.0009 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2 Unit 30.000.000 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2 Unit 30.000.000 Tetap 

7.01.02 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase Layanan Publik 

ditingkat Kecamatan, 
Desa/Kelurahan yang 
Disosialisasikan di Seluruh 
Desa/Kelurahan 

100% 5.000.000 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase Layanan 
Publik ditingkat 
Kecamatan, 
Desa/Kelurahan yang 

Disosialisasikan di 
Seluruh Desa/Kelurahan 

100% 5.000.000 Tetap 

    
Kecamatan 

Larangan 

Tingkat Kemudahan 

Layanan Publik di 
Kecamatan (Sistem, 
Mekanisme dan Prosedur - 
SKM) 

4 Skor 40.000.000  Kecamatan 

Larangan 

Tingkat Kemudahan 

Layanan Publik di 
Kecamatan (Sistem, 
Mekanisme dan Prosedur 
- SKM) 

4 Skor 40.000.000 Tetap 

7.01.02.2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase kegiatan 
pemerintahan yang sesuai 
dengan perangkat daerah 
dan instansi vertikal terkait 

100% 5.000.000 

Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase kegiatan 
pemerintahan yang sesuai 
dengan perangkat daerah 

dan instansi vertikal 
terkait 

100% 5.000.000 Tetap 

7.01.02.2.01.0002 
Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 
Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

2 Dokumen 5.000.000 
Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 
Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

2 Dokumen 5.000.000 Tetap 

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah yang Ada di 
Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang 
tidak Dilaksanakan oleh 

Unit Kerja Perangkat 
Daerah yang Ada di 
Kecamatan yang 
diselenggarakan 

100% 20.000.000 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan 
yang diselenggarakan 

100% 20.000.000 Tetap 

7.01.02.2.02.0002 
Fasilitasi Percepatan 
Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal di Wilayah Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Percepatan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal 
di Wilayah Kecamatan 

3 Laporan 10.000.000 

Fasilitasi Percepatan 
Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal di 
Wilayah Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Percepatan Pencapaian 
Standar Pelayanan 

Minimal di Wilayah 
Kecamatan 

3 Laporan 10.000.000 Tetap 

7.01.02.2.02.0003 

Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan Kepada 

Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Laporan 
Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 
kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

3 Laporan 10.000.000 

Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 

Kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Laporan 
Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 
kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

3 Laporan 10.000.000 Tetap 
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7.01.02.2.04 
Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase Kewenangan lain 
Urusan Pemerintah yang 
Terfasilitasi 

100% 20.000.000 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada 
Camat 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase Kewenangan 
lain Urusan Pemerintah 
yang Terfasilitasi 

100% 20.000.000 Tetap 

7.01.02.2.04.0003 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Terkait 

Dengan Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Kewenangan 
Lain yang Dilimpahkan 

3 Laporan 20.000.000 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 

Terkait Dengan 
Kewenangan Lain yang 

Dilimpahkan 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Kewenangan 
Lain yang Dilimpahkan 

3 Laporan 20.000.000 Tetap 

7.01.03 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase organisasi 

kemasyarakatan yang aktif 
100% 115.000.000 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase organisasi 
kemasyarakatan yang 
aktif 

100% 115.000.000 Tetap 

7.01.03.2.01 
Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa  

Kecamatan 
Larangan 

Persentase Koordinasi 
kegiatan pemberdayaan 
desa 

100% 75.000.000 
Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase Koordinasi 
kegiatan pemberdayaan 
desa 

100% 75.000.000 Tetap 

7.01.03.2.01.0001 

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

5 Lembaga 65.000.000 

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam 
Forum Musyawarah 

Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

5 Lembaga 65.000.000 Tetap 

7.01.03.2.03 
Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase lembaga yang 
terlibat aktif dalam kegiatan 

pemberdayaan kelurahan 

100% 40.000.000 
Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase lembaga yang 

terlibat aktif dalam 
kegiatan pemberdayaan 
kelurahan 

100% 40.000.000 Tetap 

7.01.03.2.03.0001 
Penyelenggaraan Lembaga 
Kemasyarakatan  

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kelurahan 

3 Lembaga 15.000.000 
Penyelenggaraan Lembaga 

Kemasyarakatan 
Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam 
Forum Musyawarah 

Perencanaan 
Pembangunan di 
Kelurahan 

3 Lembaga 15.000.000 Tetap 

7.01.03.2.03.0002 
Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Kemasyarakatan  

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 
Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan 

2 Lembaga 15.000.000 
Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Kemasyarakatan 
Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Pokmas dan 
Ormas yang 
Melaksanakan 
Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan 

2 Lembaga 15.000.000 Tetap 

7.01.03.2.03.0004 
Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat  

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Pokmas dan Ormas 
yang Melaksanakan 
Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat 

2 Pokmas/ 
Ormas 

10.000.000 
Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Ekonomi 
Masyarakat 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Pokmas dan 

Ormas yang 
Melaksanakan 
Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat 

2 Pokmas/ 
Ormas 

10.000.000 Tetap 

7.01.04 
PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase pelanggaran 
trantibum tingkat 
kecamatan tertangani 

100% 60.000.000 
PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase pelanggaran 
trantibum tingkat 
kecamatan tertangani 

100% 60.000.000 Tetap 

7.01.04.2.01 

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban 
umum dikecamatan yang 
terfasilitasi 

100% 60.000.000 

Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase 

penyelenggaraan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
dikecamatan yang 

terfasilitasi 

100% 60.000.000 Tetap 

7.01.04.2.01.0001 

Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 
instansi Vertikal di Wilayah 
Kkecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional 
Indonesia dan Instansi 
Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 

4 Laporan 20.000.000 

Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 
Indonesia dan instansi 

Vertikal di Wilayah 
Kkecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
Tentara Nasional 
Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 

4 Laporan 20.000.000 Tetap 
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7.01.04.2.01.0002 

Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh 
Masyarakat 

4 Laporan 40.000.000 

Harmonisasi Hubungan 

dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh 
Masyarakat 

4 Laporan 40.000.000 Tetap 

7.01.05 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase potensi/ konflik 

sosial tingkat kecamatan 
terangani 

100% 20.000.000 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase potensi/ 

konflik sosial tingkat 
kecamatan terangani 

100% 20.000.000 Tetap 

7.01.05.2.01 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase masyarakat atau 
kelurahan yang 

mendapatkan pembinaan 
mengenai wawasan 
kebangsaan 

100% 20.000.000 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Kecamatan 
Larangan 

Persentase masyarakat 
atau kelurahan yang 

mendapatkan pembinaan 
mengenai wawasan 
kebangsaan 

100% 20.000.000 Tetap 

7.01.05.2.01.0002 

Fasilitasi,Koordinasi dan 
Pembinaan Bimtek, 
Sosialisasi,Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Nasional 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Fasilitasi, 
Koordinasi dan Pembinaan 
(Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional 

70 Orang 10.000.000 

Fasilitasi,Koordinasi dan 
Pembinaan Bimtek, 

Sosialisasi,Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan 
dan Ketahanan Nasional 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Fasilitasi, 
Koordinasi dan 
Pembinaan (Bimtek, 

Sosialisasi, Konsultasi) 
Wawasan Kebangsaan 
dan Ketahanan Nasional 

70 Orang 10.000.000 Tetap 

7.01.05.2.01.0008 

Pelaksanaan Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 
Pelaksanaan Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 

4 Dokumen 10.000.000 

Pelaksanaan Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen 
Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan 

4 Dokumen 10.000.000 Tetap 

7.01.06 
PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase desa yang dibina 
dan diawasi pelaksanaan 
pemerintahan desanya 

100% 20.000.000 
PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase desa yang 
dibina dan diawasi 

pelaksanaan 
pemerintahan desanya 

100% 20.000.000 Tetap 

7.01.06.2.01 

Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase desa yang 
mendapatkan fasilitasi 

mengenai penyelenggraan 
pemerintahan desa 

100% 20.000.000 

Fasilitasi, Rekomendasi 

dan Koordinasi 
Pembinaan dan 

Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase desa yang 
mendapatkan fasilitasi 

mengenai penyelenggraan 
pemerintahan desa 

100% 20.000.000 Tetap 

7.01.06.2.01.0003 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 
Pengelolaan Keuangan Desa 

dan Pendayagunaan Aset 
Desa 

3 Dokumen 10.000.000 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa 

Kecamatan 
Larangan 

Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 
Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan 
Aset Desa 

3 Dokumen 10.000.000 Tetap 

7.01.06.2.01.0005 
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Dokumen Fasilitasi 
dalam rangka Pelaksanaan 

Tugas Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

3 Dokumen 10.000.000 
Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 
Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

3 Dokumen 10.000.000 Tetap 

 Sumber: Data diolah, 2025 
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2.5 Penelaahan  Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai unsur 

perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi 

masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui 

Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, 

Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya 

dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan 

pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan 

pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku 

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan 

pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan 

tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada 

SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan 

berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan 

dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2026 

yang tertuang di dalam RPJMD 2025-2030. Usulan dari pemangku 

kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah. 

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai 

dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2026 yang sesuai tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak 

diakomodir dalam program dan  kegiatan Rencana Kerja ini.  

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku 

Kepentingan Tahun 2026 Provinsi/Kabupaten/Kota 

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Larangan 

No Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator 

Kinerja 

Besaran/ 

Volume 
Catatan 

1 Pembangunan/Reh

abilitasi Jembatan 

Desa 

Taraban 

  1   

2 Pembangunan/Reh

abilitasi 

Saluran/Drainase 

Jalan Kabupaten 

Desa 

Panaguan 

  1   

3 Rehabilitasi Dusun   1   
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No Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator 

Kinerja 

Besaran/ 

Volume 
Catatan 

Jaringan LPJU Kaduara 

Barat  

4 Pembangunan 

Jaringan LPJU 

Desa 

Blumbungan 

  1   

5 Pembangunan 

Jalan Kabupaten 

Desa Duko 

Timur, 

Taraban, 

Montok 

  
 

  

6 Pembangunan/Reh

abilitasi Jembatan 

Desa 

Grujugan 

  1   

7 Pembangunan/Reh

abilitasi 

Plengsengan (TPT) 

Desa 

Tentenan 

Barat 

  1   

8 Pembangunan 

Jaringan LPJU 

Desa 

Larangan 

Luar 

  1   

9 Pembangunan 

Jalan Kabupaten 

Jalan Poros 

Desa 

Panaguan-

Duko Timur 

  1   

10 Rehabilitasi 

Jaringan LPJU 

Desa Trasak-

Peltong 

  1    
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Mengacu pada peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2025-2030, maka diketahui rumusan Tujuan 

dan Sasaran sebagaimana disajikan di atas, maka ditetapkan Tema 

dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2026. Secara 

teknokratik, penyusunan tema RKPD mengacu pada Arah 

Kebijakan Tahunan RPD tahun berkenaan yang selanjutnya 

diselaraskan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Nasional tahun 2026 dan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) 2026. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka sebagai 

pijakan penyusunan Tema Rencana Kerja Pemreintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, terlebih dahulu harus 

ditelaah Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

tahun 2026 sebagai berikut. 

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2030, Arah kebijakan 

adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih 

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 

selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan 

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan 

pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah 

tahun 2025-2030 disusun berdasarkan permasalahan 

pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan 

pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Meskipun penekanan 

prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki 

kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka 

mencapai sasaran tahapan tiga tahun dalam RPD. 
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Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan 

jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan 

kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis 

kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan 

pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait 

pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah 

unggulan. Selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus 

dipedomani bersama seluruh PD yang terlibat di dalamnya. 

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan 

strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan 

pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun 

selama 3 (tiga) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka 

mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun 

demikian mengingat bahwa dinamika isu pembangunan dan 

perencanaan tahunan pemerintah pusat dan provinsi relatif cepat, 

maka selanjutnya masih membutuhkan penyesuaian dengan Tema 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur dan Kebijakan tahunan 

pemerintah yang mengatur APBD. Arah Kebijakan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-

2030 sebagaiman disajikan dalam table di bawah ini : 

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Daerah 

Arah Kebijakan 

2024 

Arah Kebijakan 

2026 

Arah Kebijakan 

2026 

Hilirisasai Sektor 

pertanian yang 

terintegrasi dengan 

sector strategis 

dalam mendukung 

percepatan 

pemulihan 

ekonomi dan 

pengentasan 

kemiskinan. 

Penguatan Kualitas dan 

pemerataan SDM yang 

berkarakter dan 

peningkatan kebutuhan 

social dasar serta tatanan 

masyarakat yang tertib, 

toleran dan harmonis. 

Pemerataan infrastruktur 

berwawasan lingkungan 

yang mendukung 

pengembangan wilayah, 

pengembangan sektor 

strategis dan peningkatan 

daya saing daerah. 

            Sumber : RKPD Kab. Pamekasan 2026 
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Arah Kebijakan di atas yang merupakan manifestasi dari 

Strategi Pembangunan, dapat dijadikan sebagai Milestone 

pembangunan Kabupaten Pamekasan selama tahun 2025-2030. 

Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat 

dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi 

perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat 

Perangkat Daerah. 

Pendekatan dalam penetapan prioritas Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 202, mengacu pada Arah 

Kebijakan di tahun 2026 dalam RPD sebagaimana disajikan di atas, 

maka penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan 

mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional yang 

tercantum dalam RKP Tahun 2026 dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. 

Pendekatan perumusan Tema RKPD Tahun 2026 

sebagaimana dilakukan di atas untuk memastikan bahwa Arah dan 

Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Arah 

Kebijakan RPD tahun 2026 dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 

tahun 2026. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 

2005-2026 masih dijadikan pertimbangan, namun pada saat yang 

sama juga memperhatikan Arah Kebijakan lima tahun-I (2026-

2029) pada dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2026-2045. 

Selanjutnya, dalam rangka menegaskan bahwa Tema RKPD 

Kabupaten Pamekasan tahun 2026 sudah selaras dengan tema 

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dan Tema RKP tahun 2026, 

maka dinyatakan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 2 Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan 

Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pamekasan 

Akselerasi 
Pertumbuhan 

Ekonomi yang 
Inklusif dan 

Berkelanjutan 

Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 

untuk Mendukung 
Transformasi Ekonomi 

Inklusif dan 
Berkelanjutan 

Akselerasi Pertumbuhan 
Ekonomi melalui Penguatan 

Kualitas dan Pemerataan SDM 
yang Berkarakter serta 

Peningkatan kebutuhan Sosial 
Dasar serta Tatanan 
Masyarakat yang Tertib, 

Toleran dan Harmonis 

Sumber : RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 

Mengacu pada perbandingan antara Tema RKP 2026, tema 

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dengan Tema RKPD 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 di atas, diketahui bahwa unsur 

keselarasan tema meliputi; (1) Ekonomi Inklusif; (2) Berkelanjutan; 

dan (3) SDM. Sedangkan fokus RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 

2026 yang sesuai dengan kondisi obyektif meliputi unsur (1) 

Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM yang berkarakter; (2) 

Peningkatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar; dan (3) 

Mewujudkan masyarakat yang tertib, toleran, dan harmonis. Aspek 

keberlanjutan, meskipun secara tematik pembangunan 

infrastruktur bukan menjadi tema khusus di tahun 2026, namun 

tetap terdapat program pembangunan infrastruktur dengan 

menggunakan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. 

Penjabaran pokok-pokok Tema RKPD Kabupaten Pamekasan 

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya diturunkan ke dalam 

Prioritas Pembangunan tahunan secara lebih operasional sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 

2026 

No. Pokok Tema Prioritas Pembangunan 

1. Akselerasi 

Pertumbuhan 
Ekonomi Inklusif 

1. Peningkatan produksi pertanian yang 

diimbangi dengan peningkatan nilai 
tambah (Value Added) petani. 

2. Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro 
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dan Industri Kecil Menengah yang 
Berorientasi pada Penyerapan 

Pengangguran. 

2. Pembangunan 
Berkelanjutan 

3. Perbaikan layanan infrastruktur dasar 
dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

3. Penguatan Kualitas 
SDM yang 
Berkarakter 

4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan 
Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang 
diorientasikan pada pembentukan 

manusia berakhlak, unggul dan 
berdayasaing serta penurunan AKI-AKB 

4. Peningkatan 

Kualitas Layanan 
Sosial Dasar 

5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

melalu Integrasi Program Lintas Sektor 
(Cross Cuting Program) secara efektif dan 

tepat sasaran 

5. Peningkatan 

ketertiban, tolerasi 
dan harmonisasi 

dalam 
pembangunan 

6. Internalisasi Nilai-nilai toleransi dan 

harmonisasi serta edukasi mengenai 
regulasi yang mendukung ketertiban dan 

ketentraman masyarakat 

6. Peningkatan 

Tatakelola 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

7. Peningkatan SDM Aparatur dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Secara Merata 

Sumber : RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 

 

Berdasarkan 6 (enam) Pokok Tema RKPD Kabupaten 

Pamekasan tahun 2026 di atas, maka dirumuskan 7 (tujuh) 

Prioritas Pembangunan tahun 2026. Agar memenuhi azaz 

keselarasan antara Tema RKPD Kabupaten Pamekasan tersebut 

dengan Tema RKP tahun 2026 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Tmur 

tahun 2026, maka dengan dilakukan penyandingan tema 

sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 4 Penyelarasan Tema RKPD Kabupaten Pamekasan 

tahun 2026 dengan Tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur 

Prioritas Nasional 
Prioritas Provinsi 

Jawa Timur 
Prioritas Kabupaten 

Pamekasan 

P1- 

Mengembangkan 
Wilayah untuk 

Mengurangi 
Kesenjangan dan 
Menjamin 

P4-Keterpaduan 
Pengembangan 

Wilayah 

P3- Perbaikan layanan 
infrastruktur dasar 
dengan prinsip 

pembangunan 
berkelanjutan. 
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Prioritas Nasional 
Prioritas Provinsi 

Jawa Timur 
Prioritas Kabupaten 

Pamekasan 

Pemerataan 

P2- Memperkuat 

Infrastruktur untuk 
Mendukung 
Pengembangan 

Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar 

P3- Memperkuat 

Ketahanan Ekonomi 
untuk Pertumbuhan 

Berkualitas dan 
Berkeadilan 

P2-Perluasan 

Lapangan Pekerjaan 
dan Membangun 

Keunggulan Ekonomi 
P2- Pengembangan 

Koperasi, Usaha Mikro 
dan Industri Kecil 

Menengah yang 
Berorientasi pada 

Penyerapan 
Pengangguran. 

P7-Pembangunan 

Ekonomi Kerakyatan 
dengan Basis UMKM, 

Koperasi, MUM Desa 
dan Mendorong 

Pemberdayaan 
Pemerintahan Desa 

P1- Pengentasan 
Kemiskinan menuju 

Keadilan dan 
Kesejahteraan Sosial 

P5- Percepatan 
Penanggulangan 

Kemiskinan melalu 
Integrasi Program Lintas 

Sektor (Cross Cuting 
Program) secara efektif 

dan tepat sasaran. 

P6-Pembangunan 

Sektor Pertanian, 
Peternakan, 

Perikanan, 
Kehutanan, 

Perkebuna Berbasis 
Kerakyatan 

P1- Peningkatan 

produksi pertanian yang 
diimbangi dengan 

peningkatan nilai tambah 
(Value Added) petani. 

P4- Meningkatkan 
Sumber Daya 

Manusia Berkualitas 
dan Berdaya Saing 

P3-Peningkatan 
Pelayanan Dasar 

Berkualitas di Sektor 
Pendidikan dan 

Kesehatan 

P4- Peningkatan Kualitas 
dan Pemerataan Layanan 

Pendidikan dan 
Kesehatan yang 

diorientasikan pada 
pembentukan manusia 

berakhlak, unggul dan 
berdasasaing serta 
penurunan AKI-AKB 

P5- Revolusi Mental 

dan Pembangunan 
Kebudayaan 

P5-Pembangunan 

Karakter Masyarakat 
yang Berbasis 

NilaiNilai kesalehan 
Sosial, Budi Pekerti 

Luhur dan 

P6- Internalisasi Nilai-

nilai toleransi dan 
harmonisasi serta 

edukasi mengenai 
regulasi yang 

mendukung ketertiban 
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Prioritas Nasional 
Prioritas Provinsi 

Jawa Timur 
Prioritas Kabupaten 

Pamekasan 

Berintegritas dan ketentraman 

masyarakat. P7- Membangun 

Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan 
Ketahanan Bencana 

dan Perubahan 
Iklim 

P9-Menjaga Harmoni 

Sosial dan Alam 
dengan Melestarikan 
Kebudayaan dan 

Lingkungan Hidup 

P6- Memperkuat 

Stabilitas 
Polhunkam dan 

Transformasi 
Pelayanan Publik 

P8-Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 
Bersih, Efektif dan 

Anti Korupsi 

P7- Peningkatan SDM 

Aparatur dan 
Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Secara 
Merata. 

Sumber : RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 

Berdasarkan tabel penyelarasan di atas, diketahui bahwa 

telah memenuhi azaz keselarasan antara Tema RKPD Kabupaten 

Pamekasan tersebut dengan Tema RKP tahun 2026 dan Tema 

RKPD Provinsi Jawa Tmur tahun 2026 

Tahap selanjutnya adalah identifikasi program nomenklatur 

Perangkat Daerah (PD) yang mendukung Tema RKPD Kabupaten 

Pamekasan. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, 

maka Kecamatan Larangan dalam menentukan program dan 

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas 

pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui 

tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Larangan yang 

meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksananakan 

di Kecamatan Larangan sejalan dengan prioritas yang dicanangkan 

oleh pemerintah. Dalam penyusunan program dan kegiatan pada 

Renja Kecamatan Larangan Tahun 2026, sesuai Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

terdapat beberapa hal terkait dengan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan Kabupaten Pamekasan yang terkait secara langsung 

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larangan, diantaranya 
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adalah : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

kelurahan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum, serta Program 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten 

Pamekasan, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Larangan Tahun 

2026 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan 

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

masuk pada misi ke-5 yaitu, Meningkatkan  Penyelenggaraan 

Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta 

Akuntabel. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan berdasarkan Misi ke.5 Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Larangan 

No. Tujuan Sasaran Indikator Formula Hitung 

Target 
pada 

tahun 

2026 

1 

Terwujudnya 

Pelayanan Publik 

yang Berkualitas 

  

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

(IPP) di 

Wilayah 

Kecamata

n 

Indeks Pelayanan 

Publik adalah indeks 

yang digunakan 

untuk  mengukur 

kinerja pelayanan 

publik di lingkungan 

kementerian, 

lembaga, dan 

pemerintah daerah di 

Indonesia 

berdasarkan Aspek 

Kebijakan Pelayanan, 

Aspek 

Profesionalisme 

SDM, Aspek Sarana 

Prasarana, Aspek 

Sistem Informasi 

Pelayanan Publik, 

Aspek Konsultasi 

dan Pengaduan serta 

Aspek Inovasi.  

4,65 
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No. Tujuan Sasaran Indikator Formula Hitung 

Target 
pada 

tahun 

2026 

Rumus: 

Nilai F01+F02+F03 

--------------------------

---- x Bobot per 

indikator 

             3 

- Nilai per aspek = 

ƩNilai per indiKator 

- Nilai Indeks      = 

Ʃ(nilai aspekn x 

bobot aspekn) 

  

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik di 

Wilayah 

Kecamatan 

Larangan 

Hasil 

Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

Definisi : 
Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

adalah kegiatan 
pengukuran secara 

komprehensif tingkat 

kepuasan 
masyarakat terhadap 

kualitas layanan 

yang diberikan oleh 

penyelenggara 
pelayanan publik 

 

Rumus hitung : 
Nilai interval 

konversi (NIK), mutu 

Pelayanan, dan 
kinerja unit 

pelayanan 

sebagai berikut : 
1. 25,00 – 64,99 D 

(Tidak baik); 

2. 65,00 – 76,60 C 

(Kurang baik); 
3. 76,61 – 88,30 B 

(Baik); 

4. 88,31 – 100,00 A 

(Sangat baik). 

91 

2 

Mendorong 

Kemajuan Desa di 

Wilayah Kecamatan 

Larangan 

 

Rata-rata 

IDM di 

Wialayah 

Kecamata

n 

Larangan 

 
0.757

6 
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No. Tujuan Sasaran Indikator Formula Hitung 

Target 
pada 

tahun 

2026 

 
 

Mendorong 

Tumbuhnya 

Desa 

Mandiri/Tem

atik di 

Wilayah 

Kecamatan 

Larangan 

Jumlah 

Desa 

Mandiri 

Definisi : 

Desa Mandiri adalah 
desa yang 

mempunyai 

ketersediaan dan 
akses terhadap 

pelayanan dasar 

yang mencukupi, 
infrastruktur yang 

memadai, 

aksesibilitas/transpo

rtasi yang tidak sulit, 
pelayanan umum 

yang bagus, serta 

penyelenggaraan 
pemerintahan yang 

sudah sangat baik. 

 
Rumus hitung : 

Jumlah Desa yang 

memiliki Indeks Desa 
Membangun lebih 

besar (>) dari 0,8155. 

 

4 

 
 

Jumlah 

Desa 

Tematik 

Definisi : 

Desa tematik adalah 
sebuah desa yang 

didesain dan 

dikembangkan 
dengan tema 

tertentu, seperti desa 

budaya, desa 
peternakan, atau 

desa pariwisata 

 
Rumus hitung : 

Jumlah Desa yang 

dikembangkan 

dengan tema 

tertentu terkait 

pengembangan 

ekonomi desa 

meliputi desa 

budaya, desa 

peternakan, atau 

desa wisata, esa 

UMKM dan desa 

perikanan 

2 

3 

Meningkatnya 

Pencegahan/Penyel

esaian Konflik 

Sosial dan 

 

Persentase 

jumlah 

konflik 

sosial yang 

 100% 
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No. Tujuan Sasaran Indikator Formula Hitung 

Target 
pada 

tahun 

2026 

Pelanggaran 

Trantibum di 

Wialayah Larangan 

terselesaik

an 

 
 

Persentase 

jumlah 

pelanggara

n 

trantibum 

yang 

terselesaik

an 

 100% 

 
 

Meningkatnya 

Penanganan 

Konflik Sosial 

dan 

Pelanggaran 

Trantibum di 

Wilayah 

Kecamatan 

Larangan 

Persentase 

jumlah 

potensi 

dan/atau 

konflik 

sosial 

tertangani 

Definisi : 

Konflik sosial 
adalah pertentangan 

antar anggota 

masyarakat yang 
bersifat menyeluruh 

dalam kehidupan.  

 
Rumus hitung : 

Jumlah Konflik 

sosial yang 

tertangani 
/ jumlah seluruh 

konflik x 100% 

 

100% 

 
 

Persentase 

jumlah 

pelanggara

n 

trantibum 

tertangani 

Definisi : 
Pengamanan 

kegiatan, wilayah 

dan masyarakat 
dalam rangka 

mencegah gangguan 

ketertiban termasuk 
kantor dan rumah 

jabatan Camat 

 
Rumus hitung : 

Jumlah 

penyelenggaraan 

ketentraman dan 
ketertiban umum 

yang difasilitasi/ 

Jumlah seluruh 
penyelenggaraan 

ketentraman dan 

ketertiban umum x 
100 % 

 

100% 

Sumber: Renstra Kecamatan Larangan 2025-2030 
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3.3  Program dan Kegiatan 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam 

mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik  

menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2026 serta  merupakan 

perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Pamekasan. Program  dan kegiatan yang dilaksanakan 

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 disusun 

sebanyak 6 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ Kota, (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pelayanan Publik, (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan, (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

(5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,(6) Program 

pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. 

Program dan kegiatan Kecamatan Larangan secara lebih rinci dapat 

dilihat pada table dibawah ini: 
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Tabel 3.6 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 

dan Prakiraan Maju Tahun 2027 

Kabupaten Pamekasan 

Kecamatan Larangan 

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Larangan 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catata

n 
Pentin

g 

Prakiraan Maju Rencana 

Tahun 2027 

Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumb

er 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

  Unsur kewilayahan     2.729.447.7

48 
   2.756.742.2

25 

7,01 Kecamatan     2.729.447.7
48 

   2.756.742.2
25 

7.01.01 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase dokumen 

perencanaan perangkat 
daerah yang disusun sesuai 

pedoman dan tepat waktu 

Kecamat

an 

Larangan 

93,00% 

2.469.447.7

48 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 94,50% 

2.466.696.4

25 

    

Persentase dokumen 
pengendalian dan evaluasi 

hasil renstra dan renja 

Perangkat Daerah yang 
disusun dan dilaporkan 

tepat waktu 

Kecamat
an 

Larangan 

93,00% 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 94,50% 

    

Persentase dokumen 

pelaporan kinerja yang 

disusun dan dilaporkan 
tepat waktu 

Kecamat
an 

Larangan 

93,00% 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 94,50% 

    

Persentase Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran PD 
yang ditetapkan 

Kecamat

an 
Larangan 

98,00% 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 98,00% 
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Persentase realisasi fisik dan 

keuangan PD yang 

dilaporkan tepat waktu 

Kecamat

an 

Larangan 

98,00% 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 98,00% 

    

Persentase ASN yang 

menyusun Perjanjian Kinerja 

dan SKP sesuai pedoman 
dan tepat waktu 

Kecamat
an 

Larangan 

93,00% 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 94,50% 

    

Persentase ASN yang 

melaporkan capaian SKPnya 

sesuai pedoman dan tepat 

waktu 

Kecamat

an 
Larangan 

93,00% 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 94,50% 

    

Persentase sarana dan 

prasarana penunjang yang 
terpenuhi 

Kecamat

an 
Larangan 

93,00% 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 94,50% 

7.01.01.2.01 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 
kinerja yang disusun tepat 

waktu 

Kecamat

an 

Larangan 

10 
Dokumen 

75.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 10 
Dokumen 

70.000.000 

7.01.01.2.01.0

001 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Kecamat
an 

Larangan 

6 

Dokumen 
65.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 6 

Dokumen 
55.000.000 

7.01.01.2.01.0

006 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Kecamat

an 

Larangan 

4 Laporan 10.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 4 Laporan 10.000.000 

7.01.01.2.01.0
007 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 4 Laporan 5.000.000 
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7.01.01.2.02 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah unit kerja yang 
menyusun perencanaan dan 

laporan kinerja keuangan 

dengan kualitas baik 

Kecamat

an 
Larangan 

10 Unit 
1.859.866.7

27 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 10 Unit 
1.879.866.7

27 

7.01.01.2.02.0

001 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Kecamat
an 

Larangan 

15 
Orang/bul

an 

1.827.466.7

27 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 
15 

Orang/bul

an 

1.827.466.7

27 

7.01.01.2.02.0

003 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Kecamat
an 

Larangan 

4 

Dokumen 
32.400.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 4 

Dokumen 
32.400.000 

7.01.01.2.02.0
005 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 4 Laporan 15.000.000 

7.01.01.2.02.0

007 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semes

teran SKPD 

Kecamat

an 
Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 4 Laporan 5.000.000 

7.01.01.2.05 
Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah ASN yang 

terfasilitasi 

Kecamat
an 

Larangan 

85 Orang 34.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 85 Orang 34.000.000 

7.01.01.2.05.0

002 

Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya  

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

Kecamat

an 
Larangan 

Paket - 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 n/a - 
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KECAMATAN LARANGAN 

7.01.01.2.05.0

009 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

Kecamat

an 
Larangan 

5 Orang 34.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 5 Orang 34.000.000 

7.01.01.2.06 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah sarana yang layak 

fungsi 

Kecamat
an 

Larangan 

80 Sarana 23.329.900 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 80 Sarana 38.500.000 

7.01.01.2.06.0

001 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 
Kantor  

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

5 Paket 4.996.500 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 5 Paket 5.000.000 

7.01.01.2.06.0

002 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

3 Paket 3.333.400 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 3 Paket 3.500.000 

7.01.01.2.06.0

004 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 4 Paket 5.000.000 

7.01.01.2.06.0

005 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

3 Paket 5.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 3 Paket 5.000.000 

7.01.01.2.06.0
009 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Kecamat

an 

Larangan 

3 Laporan 10.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 3 Laporan 20.000.000 

7.01.01.2.07 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah prasarana yang 

layak fungsi 

Kecamat
an 

Larangan 

80 Sarpas 
143.851.12

1 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 80 Sarpas 85.000.000 

7.01.01.2.07.0

005 
Pengadaan Mebel 

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

4 Unit 11.757.300 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 n/a - 
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7.01.01.2.07.0

001 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

n/a - 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 n/a - 

7.01.01.2.07.0

002 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional 

atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan 

Kecamat
an 

Larangan 

1 Unit 29.000.000 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 n/a - 

7.01.01.2.07.0

006 

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

4 Unit 55.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 4 Unit 35.000.000 

7.01.01.2.07.0

010 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

2 Unit 48.093.821 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 2 Unit 50.000.000 

7.01.01.2.08 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah jasa penunjang 

urusan pemerintahan yang 
disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

4 Jasa 
263.400.00

0 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 4 Jasa 
273.400.00

0 

7.01.01.2.08.0

002 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan 

Kecamat

an 
Larangan 

3 Laporan 30.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 3 Laporan 40.000.000 

7.01.01.2.08.0
004 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

Kecamat

an 

Larangan 

4 Laporan 
233.400.00

0 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 4 Laporan 
233.400.00

0 

7.01.01.2.09 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah pengadaan Barang 

Milik Daerah  

Kecamat
an 

Larangan 

80 Unit 70.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 80 Unit 85.929.698 
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7.01.01.2.09.0
001 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 

Jabatan  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Kecamat

an 

Larangan 

2 Unit 40.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 2 Unit 40.000.000 

7.01.01.2.09.0

002 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

Kecamat
an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 n/a - 

7.01.01.2.09.0

005 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 

Dipelihara 

Kecamat

an 
Larangan 

n/a - 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 n/a - 

7.01.01.2.09.0
006 

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 6 Unit 5.000.000 

7.01.01.2.09.0

009 

Pemeliharaan/Rehabil

itasi Gedung Kantor 

dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

Kecamat

an 

Larangan 

2 Unit 30.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 2 Unit 40.929.698 

7.01.02 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Persentase Layanan Publik 
ditingkat Kecamatan, 

Desa/Kelurahan yang 

Disosialisasikan di Seluruh 
Desa/Kelurahan 

Kecamat

an 

Larangan 

100% 5.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 100% 20.000.000 

    

Tingkat Kemudahan 

Layanan Publik di 
Kecamatan (Sistem, 

Mekanisme dan Prosedur - 

SKM) 

Kecamat
an 

Larangan 

4 Skor 40.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 4 Skor 25.000.000 
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7.01.02.2.01 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 
Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Persentase kegiatan 

pemerintahan yang sesuai 

dengan perangkat daerah 
dan instansi vertikal terkait 

Kecamat
an 

Larangan 

100% 5.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 100% 20.000.000 

7.01.02.2.01.0

002 

Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Jumlah Dokumen 
Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kecamat

an 
Larangan 

2 

Dokumen 
5.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 2 

Dokumen 
10.000.000 

7.01.02.2.01.0

001 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait  

Kecamat
an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 2 

Dokumen 
10.000.000 

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

yang tidak 
Dilaksanakan oleh 

Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang Ada di 
Kecamatan 

Persentase Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang 

tidak Dilaksanakan oleh 

Unit Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan yang 

diselenggarakan 

Kecamat
an 

Larangan 

100% 20.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 100% 15.000.000 

7.01.02.2.02.0
002 

Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Percepatan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal 

di Wilayah Kecamatan 

Kecamat

an 

Larangan 

3 Laporan 10.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 3 Laporan 5.000.000 

7.01.02.2.02.0

003 

Peningkatan 
Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada 

Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Kecamat
an 

Larangan 

3 Laporan 10.000.000 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 3 Laporan 10.000.000 
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KECAMATAN LARANGAN 

7.01.02.2.04 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada 

Camat 

Persentase Kewenangan lain 

Urusan Pemerintah yang 
Terfasilitasi 

Kecamat

an 
Larangan 

100% 20.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 100% 10.000.000 

7.01.02.2.04.0

003 

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Terkait Dengan 

Kewenangan Lain 
yang Dilimpahkan 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Kewenangan 

Lain yang Dilimpahkan  

Kecamat

an 

Larangan 

3 Laporan 20.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 3 Laporan 10.000.000 

7.01.03 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

Persentase organisasi 

kemasyarakatan yang aktif 

Kecamat
an 

Larangan 

100% 
115.000.00

0 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 100% 
105.000.00

0 

7.01.03.2.01 
Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa  

Persentase Koordinasi 

kegiatan pemberdayaan desa 

Kecamat

an 
Larangan 

100% 75.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 100% 75.000.000 

7.01.03.2.01.0

001 

Peningkatan 

Partisipasi 
Masyarakat Dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa  

Kecamat

an 
Larangan 

5 Lembaga 65.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 5 Lembaga 65.000.000 

7.01.03.2.01.0
003 

Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan 
Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan  

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 2 Laporan 10.000.000 

7.01.03.2.03 

Pemberdayaan 
Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

Persentase lembaga yang 

terlibat aktif dalam kegiatan 
pemberdayaan kelurahan 

Kecamat

an 
Larangan 

100% 40.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 100% 30.000.000 
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7.01.03.2.03.0

001 

Penyelenggaraan 

Lembaga 
Kemasyarakatan  

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan 

Kecamat

an 
Larangan 

3 Lembaga 15.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 3 Lembaga 10.000.000 

7.01.03.2.03.0

002 

Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan  

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat 

di Kelurahan 

Kecamat
an 

Larangan 

2 Lembaga 15.000.000 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 2 Lembaga 10.000.000 

7.01.03.2.03.0

004 

Fasilitasi 

Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat  

Jumlah Pokmas dan Ormas 
yang Melaksanakan 

Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat  

Kecamat

an 
Larangan 

2 Pokmas/ 

Ormas 
10.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 2 Pokmas/ 

Ormas 
10.000.000 

7.01.04 

PROGRAM 

KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Persentase pelanggaran 

trantibum tingkat 

kecamatan tertangani 

Kecamat

an 

Larangan 

100% 60.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 100% 60.045.800 

7.01.04.2.01 

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Persentase penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban 
umum dikecamatan yang 

terfasilitasi 

Kecamat

an 

Larangan 

100% 60.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 100% 50.000.000 

7.01.04.2.01.0

001 

Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan instansi 
Vertikal di Wilayah 

Kkecamatan 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan 

Kecamat

an 

Larangan 

4 Laporan 20.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 4 Laporan 10.000.000 

7.01.04.2.01.0

002 

Harmonisasi 

Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Harmonisasi 
Hubungan dengan Tokoh 

Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

Kecamat
an 

Larangan 

4 Laporan 40.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 4 Laporan 40.000.000 
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7.01.04.2.02 

Koordinasi Penerapan 

dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala 

Daerah 

Persentase masyarakat 

kelurahan yang terlibat aktif 

dalam kegiatan 
pemberdayaan kelurahan 

Kecamat
an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 100% 10.045.800 

7.01.04.2.02.0

001 

Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat 
Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Jumlah Laporan Perangkat 
Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Kecamat

an 
Larangan 

n/a - 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 4 Laporan 10.045.800 

7.01.05 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
UMUM 

Persentase potensi/ konflik 

sosial tingkat kecamatan 

terangani 

Kecamat

an 

Larangan 

100% 20.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 100% 40.000.000 

7.01.05.2.01 

Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 

Umum Sesuai 

Penugasan Kepala 
Daerah 

Persentase masyarakat atau 
kelurahan yang 

mendapatkan pembinaan 

mengenai wawasan 
kebangsaan 

Kecamat

an 

Larangan 

100% 20.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 100% 40.000.000 

7.01.05.2.01.0

002 

Fasilitasi,Koordinasi 

dan Pembinaan 
Bimtek, 

Sosialisasi,Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan 
Nasional 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Fasilitasi, 
Koordinasi dan Pembinaan 

(Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan 
Nasional 

Kecamat

an 

Larangan 

70 Orang 10.000.000 

Dana 

Alokas

i 
Umum 

 70 Orang 15.000.000 

7.01.05.2.01.0
005 

Penanganan Konflik 

Sosial Sesuai 
Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah Laporan Konflik 

yang Ditangani Sesuai 
Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 2 Laporan 10.000.000 
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7.01.05.2.01.0
008 

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 
Pimpinan di 

Kecamatan 

Jumlah Dokumen 

Pelaksanaan Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan 

Kecamat

an 

Larangan 

4 
Dokumen 

10.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 4 
Dokumen 

15.000.000 

7.01.06 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase desa yang dibina 

dan diawasi pelaksanaan 
pemerintahan desanya 

Kecamat

an 
Larangan 

100% 20.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 100% 40.000.000 

7.01.06.2.01 

Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Persentase desa yang 
mendapatkan fasilitasi 

mengenai penyelenggraan 

pemerintahan desa 

Kecamat

an 
Larangan 

100% 20.000.000 

Dana 
Alokas

i 

Umum 

 100% 40.000.000 

7.01.06.2.01.0

003 

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset 

Desa 

Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Desa 
dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

Kecamat

an 
Larangan 

3 

Dokumen 
10.000.000 

Dana 

Alokas

i 

Umum 

 3 

Dokumen 
5.000.000 

7.01.06.2.01.0
001 

Fasilitasi Penyusunan 

Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala 

Desa 

Jumlah Dokumen 

Penyusunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa 

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 4 
Dokumen 

5.000.000 

7.01.06.2.01.0
005 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas Kepala Desa 

dan Perangkat Desa 

Jumlah Dokumen Fasilitasi 

dalam rangka Pelaksanaan 
Tugas Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

Kecamat

an 

Larangan 

3 
Dokumen 

10.000.000 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 3 
Dokumen 

5.000.000 

7.01.06.2.01.0
008 

Rekomendasi 

Pengangkatan dan 
Pemberhentian 

Perangkat Desa  

Jumlah Dokumen 

Rekomendasi Pengangkatan 
dan Pemberhentian 

Perangkat Desa 

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 14 
Dokumen 

5.000.000 

7.01.06.2.01.0
006 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala 

Desa  

Jumlah Dokumen 

Rekomendasi 
Terselenggaranya Pemilihan 

Kepala Desa 

Kecamat

an 

Larangan 

n/a - 

Dana 

Alokas
i 

Umum 

 7 
Dokumen 

20.000.000 

Sumber: Data diolah 2025 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

 

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)  maka 

disusunlah Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tahun 

2026. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja Kecamatan Larangan pada tahun 2026. Renja ini dibuat sebagai 

implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larangan dalam 

rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah 

sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2030. 

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan 

kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja 

Tahun 2026 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran 

untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Larangan berdasarkan 

Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian 

Renstra Kecamatan Larangan berdasarkan pagu indikatif. 

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan 

pendanaan Kecamatan Larangan pada tahun 2026 dan telah dijabarkan 

pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:  
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Tabel 4. 1 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Kinerja Renja 2026 (Tahun n) 

Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
Indikatif 

Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
Indikatif 

Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
Indikatif 

Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
Indikatif 

Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 
Indikatif 

  Unsur kewilayahan            2.729.447.748 

7,01 Kecamatan Nilai Sakip          2.729.447.748 

7.01.01 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase dokumen 
perencanaan perangkat 
daerah yang disusun 
sesuai pedoman dan 

tepat waktu 

93,00% 

617.361.937 

93,00% 

617.361.937 

93,00% 

617.361.937 

93,00% 

617.361.937 

93,00% 

2.469.447.748 

    

Persentase dokumen 
pengendalian dan 
evaluasi hasil renstra 

dan renja Perangkat 
Daerah yang disusun 
dan dilaporkan tepat 
waktu 

93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 

    

Persentase dokumen 

pelaporan kinerja yang 
disusun dan dilaporkan 
tepat waktu 

93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 

    

Persentase Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran 
PD yang ditetapkan 

98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 

    
Persentase realisasi fisik 
dan keuangan PD yang 
dilaporkan tepat waktu 

98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 

    

Persentase ASN yang 
menyusun Perjanjian 

Kinerja dan SKP sesuai 
pedoman dan tepat 
waktu 

93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 
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Persentase ASN yang 
melaporkan capaian 
SKPnya sesuai pedoman 
dan tepat waktu 

93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 

    
Persentase sarana dan 
prasarana penunjang 
yang terpenuhi 

93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 93,00% 

7.01.01.2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja yang 
disusun tepat waktu 

2,5 18.750.000 2,5 18.750.000 2,5 18.750.000 2,5 18.750.000 10 Dokumen 75.000.000 

7.01.01.2.01.0001 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

6 Dokumen 16.250.000 6 Dokumen 16.250.000 6 Dokumen 16.250.000 6 Dokumen 16.250.000 6 Dokumen 65.000.000 

7.01.01.2.01.0006 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

4 Laporan 2.500.000 4 Laporan 2.500.000 4 Laporan 2.500.000 4 Laporan 2.500.000 4 Laporan 10.000.000 

7.01.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah unit kerja yang 
menyusun perencanaan 
dan laporan kinerja 
keuangan dengan 

kualitas baik 

10 Unit 464.966.682 10 Unit 464.966.682 10 Unit 464.966.682 10 Unit 464.966.682 10 Unit 1.859.866.727 

7.01.01.2.02.0001 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

15 
Orang/bulan 

456.866.682 
15 

Orang/bulan 
456.866.682 

15 
Orang/bulan 

456.866.682 
15 

Orang/bulan 
456.866.682 

15 
Orang/bulan 

1.827.466.727 

7.01.01.2.02.0003 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

4 Dokumen 8.100.000 4 Dokumen 8.100.000 4 Dokumen 8.100.000 4 Dokumen 8.100.000 4 Dokumen 32.400.000 

7.01.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah ASN yang 
terfasilitasi 

85 Orang 8.500.000 85 Orang 8.500.000 85 Orang 8.500.000 85 Orang 8.500.000 85 Orang 34.000.000 
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7.01.01.2.05.0009 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

5 Orang 8.500.000 5 Orang 8.500.000 5 Orang 8.500.000 5 Orang 8.500.000 5 Orang 34.000.000 

7.01.01.2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah sarana yang 
layak fungsi 

80 Sarana 5.832.475 80 Sarana 5.832.475 80 Sarana 5.832.475 80 Sarana 5.832.475 80 Sarana 23.329.900 

7.01.01.2.06.0001 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

5 Paket 1.249.125 5 Paket 1.249.125 5 Paket 1.249.125 5 Paket 1.249.125 5 Paket 4.996.500 

7.01.01.2.06.0002 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

3 Paket 833.350 3 Paket 833.350 3 Paket 833.350 3 Paket 833.350 3 Paket 3.333.400 

7.01.01.2.06.0005 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

3 Paket 1.250.000 3 Paket 1.250.000 3 Paket 1.250.000 3 Paket 1.250.000 3 Paket 5.000.000 

7.01.01.2.06.0009 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 10.000.000 

7.01.01.2.07 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah prasarana yang 
layak fungsi 

80 Sarpas 35.962.780 80 Sarpas 35.962.780 80 Sarpas 35.962.780 80 Sarpas 35.962.780 80 Sarpas 143.851.121 

7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 
Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

4 Unit 2.939.325 4 Unit 2.939.325 4 Unit 2.939.325 4 Unit 2.939.325 4 Unit 11.757.300 

7.01.01.2.07.0002 

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

1 Unit 7.250.000 1 Unit 7.250.000 1 Unit 7.250.000 1 Unit 7.250.000 1 Unit 29.000.000 

7.01.01.2.07.0006 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

4 Unit 13.750.000 4 Unit 13.750.000 4 Unit 13.750.000 4 Unit 13.750.000 4 Unit 55.000.000 
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7.01.01.2.07.0010 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit 12.023.455 2 Unit 12.023.455 2 Unit 12.023.455 2 Unit 12.023.455 2 Unit 48.093.821 

7.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah jasa penunjang 
urusan pemerintahan 
yang disediakan 

4 Jasa 65.850.000 4 Jasa 65.850.000 4 Jasa 65.850.000 4 Jasa 65.850.000 4 Jasa 263.400.000 

7.01.01.2.08.0002 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

3 Laporan 7.500.000 3 Laporan 7.500.000 3 Laporan 7.500.000 3 Laporan 7.500.000 3 Laporan 30.000.000 

7.01.01.2.08.0004 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

4 Laporan 58.350.000 4 Laporan 58.350.000 4 Laporan 58.350.000 4 Laporan 58.350.000 4 Laporan 233.400.000 

7.01.01.2.09 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah pengadaan 
Barang Milik Daerah  

80 Unit 17.500.000 80 Unit 17.500.000 80 Unit 17.500.000 80 Unit 17.500.000 80 Unit 70.000.000 

7.01.01.2.09.0001 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan  

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajaknya 

2 Unit 10.000.000 2 Unit 10.000.000 2 Unit 10.000.000 2 Unit 10.000.000 2 Unit 40.000.000 

7.01.01.2.09.0009 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2 Unit 7.500.000 2 Unit 7.500.000 2 Unit 7.500.000 2 Unit 7.500.000 2 Unit 30.000.000 

7.01.02 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

Persentase Layanan 

Publik ditingkat 
Kecamatan, 
Desa/Kelurahan yang 
Disosialisasikan di 

Seluruh 
Desa/Kelurahan 

100% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 5.000.000 

    

Tingkat Kemudahan 
Layanan Publik di 

Kecamatan (Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur - SKM) 

4 Skor 10.000.000 4 Skor 10.000.000 4 Skor 10.000.000 4 Skor 10.000.000 4 Skor 40.000.000 
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7.01.02.2.01 

Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

Persentase kegiatan 
pemerintahan yang 

sesuai dengan perangkat 
daerah dan instansi 
vertikal terkait 

100% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 5.000.000 

7.01.02.2.01.0002 
Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

2 Dokumen 1.250.000 2 Dokumen 1.250.000 2 Dokumen 1.250.000 2 Dokumen 1.250.000 2 Dokumen 5.000.000 

7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 
Kerja Perangkat Daerah 
yang Ada di Kecamatan 

Persentase 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang 
tidak Dilaksanakan oleh 
Unit Kerja Perangkat 
Daerah yang Ada di 

Kecamatan yang 
diselenggarakan 

100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 20.000.000 

7.01.02.2.02.0002 

Fasilitasi Percepatan 

Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Percepatan 
Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan 

3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 10.000.000 

7.01.02.2.02.0003 

Peningkatan Efektifitas 
Pelaksanaan Pelayanan 
Kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan 
Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 
kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 2.500.000 3 Laporan 10.000.000 

7.01.02.2.04 

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada 
Camat 

Persentase Kewenangan 
lain Urusan Pemerintah 
yang Terfasilitasi 

100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 20.000.000 

7.01.02.2.04.0003 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 

Terkait Dengan 
Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan  

3 Laporan 5.000.000 3 Laporan 5.000.000 3 Laporan 5.000.000 3 Laporan 5.000.000 3 Laporan 20.000.000 
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7.01.03 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

Persentase organisasi 

kemasyarakatan yang 
aktif 

100% 28.750.000 100% 28.750.000 100% 28.750.000 100% 28.750.000 100% 115.000.000 

7.01.03.2.01 
Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa  

Persentase Koordinasi 
kegiatan pemberdayaan 
desa 

100% 18.750.000 100% 18.750.000 100% 18.750.000 100% 18.750.000 100% 75.000.000 

7.01.03.2.01.0001 

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam 
Forum Musyawarah 
Perencanaan 

Pembangunan di Desa  

5 Lembaga 16.250.000 5 Lembaga 16.250.000 5 Lembaga 16.250.000 5 Lembaga 16.250.000 5 Lembaga 65.000.000 

7.01.03.2.03 
Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

Persentase lembaga 

yang terlibat aktif dalam 
kegiatan pemberdayaan 
kelurahan 

100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 40.000.000 

7.01.03.2.03.0001 
Penyelenggaraan Lembaga 
Kemasyarakatan  

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Berpartisipasi dalam 

Forum Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan di 
Kelurahan 

3 Lembaga 3.750.000 3 Lembaga 3.750.000 3 Lembaga 3.750.000 3 Lembaga 3.750.000 3 Lembaga 15.000.000 

7.01.03.2.03.0002 
Peningkatan Kapasitas 
Lembaga 
Kemasyarakatan  

Jumlah Pokmas dan 
Ormas yang 
Melaksanakan 
Pemberdayaan 

Masyarakat di 
Kelurahan 

2 Lembaga 3.750.000 2 Lembaga 3.750.000 2 Lembaga 3.750.000 2 Lembaga 3.750.000 2 Lembaga 15.000.000 

7.01.03.2.03.0004 
Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Ekonomi 
Masyarakat  

Jumlah Pokmas dan 
Ormas yang 
Melaksanakan 
Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat  

2 Pokmas/ 

Ormas 
2.500.000 

2 Pokmas/ 

Ormas 
2.500.000 

2 Pokmas/ 

Ormas 
2.500.000 

2 Pokmas/ 

Ormas 
2.500.000 

2 Pokmas/ 

Ormas 
10.000.000 

7.01.04 
PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Persentase pelanggaran 
trantibum tingkat 

kecamatan tertangani 

100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 60.000.000 

7.01.04.2.01 

Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Persentase 
penyelenggaraan 
ketentraman dan 

ketertiban umum 
dikecamatan yang 
terfasilitasi 

100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 60.000.000 
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7.01.04.2.01.0001 

Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 

Tentara Nasional 
Indonesia dan instansi 
Vertikal di Wilayah 
Kkecamatan 

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
Tentara Nasional 
Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 

4 Laporan 5.000.000 4 Laporan 5.000.000 4 Laporan 5.000.000 4 Laporan 5.000.000 4 Laporan 20.000.000 

7.01.04.2.01.0002 
Harmonisasi Hubungan 
dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan 
dengan Tokoh Agama 

dan Tokoh Masyarakat 

4 Laporan 10.000.000 4 Laporan 10.000.000 4 Laporan 10.000.000 4 Laporan 10.000.000 4 Laporan 40.000.000 

7.01.05 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

Persentase potensi/ 
konflik sosial tingkat 
kecamatan terangani 

100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 20.000.000 

7.01.05.2.01 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

Persentase masyarakat 
atau kelurahan yang 
mendapatkan 
pembinaan mengenai 

wawasan kebangsaan 

100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 20.000.000 

7.01.05.2.01.0002 

Fasilitasi,Koordinasi dan 
Pembinaan Bimtek, 

Sosialisasi,Konsultasi) 
Wawasan Kebangsaan 
dan Ketahanan Nasional 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Fasilitasi, 
Koordinasi dan 

Pembinaan (Bimtek, 
Sosialisasi, Konsultasi) 
Wawasan Kebangsaan 
dan Ketahanan Nasional 

70 Orang 2.500.000 70 Orang 2.500.000 70 Orang 2.500.000 70 Orang 2.500.000 70 Orang 10.000.000 

7.01.05.2.01.0008 
Pelaksanaan Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 

Jumlah Dokumen 

Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan 

4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 2.500.000 4 Dokumen 10.000.000 

7.01.06 

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

Persentase desa yang 
dibina dan diawasi 
pelaksanaan 
pemerintahan desanya 

100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 20.000.000 



  

83 
 

KECAMATAN LARANGAN 

7.01.06.2.01 

Fasilitasi, Rekomendasi 
dan Koordinasi 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Persentase desa yang 
mendapatkan fasilitasi 

mengenai 
penyelenggraan 
pemerintahan desa 

100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 20.000.000 

7.01.06.2.01.0003 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa 

Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan 
Desa dan 
Pendayagunaan Aset 
Desa 

3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 10.000.000 

7.01.06.2.01.0005 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

Jumlah Dokumen 
Fasilitasi dalam rangka 

Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 2.500.000 3 Dokumen 10.000.000 
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a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan : 

• Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah 

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Larangan  

diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten 

Pamekasan terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Renja 

Kecamatan Larangan merupakan implementasi dari upaya 

pencapaian visi dan misi Bupati Pamekasan terpilih. 

• Pencapaian SGDs 

SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana 

aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 

2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan 

melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara 

(universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju 

memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target 

SDGs.Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani 

program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target 

SGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh 

Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs 

ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan 

Pamekasan diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu 

dalam lingkup Kecamatan. 

• Pengentasan kemiskinan 

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk 

mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah 

Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan 

kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu 

keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya 
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akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan 

masalah global yang butuh perhatian serius. 

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari 

pemerintah Kabupaten Pamekasan. Demikian pula halnya dengan 

penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Larangan Program dan 

kegitan yang dirancang pada tahun anggaran yang akan datang 

diarahkan pula untuk menciptakan kondisidimana lebih mudahnya 

masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, 

pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

• Pencapaian SPM 

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan 

Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima 

oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis 

pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat 

kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. 

Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam 

menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. 

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib 

menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja 

sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di 

Kecamatan Larangan  diarahkan untuk meningkatkan pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait 

dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik. 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, 

antara lain meliputi:  

• Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.  

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan 

Larangan Tahun 2026 adalah 6  Program dengan 15 Kegiatan dan 

43 Sub Kegiatan. 
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• Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.  

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di 

Kecamatan Larangan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah 

Kecamatan Larangan dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.  

• Total Kebutuhan Dana 

Total Kebutuhan Dana Kecamatan Larangan Sebesar Rp. 2.729.447.748 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran 

dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi 

untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun 

sebelumnya.  Renja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 

2026 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten 

Pamekasan tahun 2025-2030 dan mengacu kepada Rencana  

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2030.  

Penyusunan Renja Kecamatan Larangan sebagai upaya mendukung 

visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Pelaksaan 

program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi 

dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan 

maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan 

dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Larangan sangat dibutuhkan 

dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan 

yang disusun di dalam Renja Tahun 2026 ini serta dapat mejadi pedoman 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk 

mewujudkan peningkatan Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks 

Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Pamekasan.  

 

   Pamekasan,                     2026 

       CAMAT LARANGAN 

 

 

      MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si 

         NIP. 19700609 199302 1 001 
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